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MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan melihat wajah dan harta kekayaanmu, akan tetapi
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RINGKASAN

Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan
sebuah sistim pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan
dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ini
menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi semakin ketat. Langkah
alternatif yang dapat ditempuh produsen adalah dengan melahirkan penemuan
teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang telah ada sehingga sebuah
produk dapat mempunyai daya saing yang tinggi serta dapat tetap bertahan
terhadap seleksi pasar.

Sudah barang tentu setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor,
peneliti, dan ilmuwan baik dari kalangan industri dan akademisi memerlukan
adanya perlindungan hukum sebagai penghargaan terhadap hak atas kekayaan
intelektual, disamping adanya nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
Untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut
khususnya hak paten maka pemerintah menjaminnya dalam Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, termasuk juga dalam peraturan lainnya yang
terkait dengan hak paten. Walaupun demikian fenomena adanya pelanggaran
terhadap hak paten kerap kali terjadi sehingga memaksa para pihak untuk
menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan masalahnya. Karenanya penulis
tertarik untuk mengkaji Gugatan Pembatalan Hak Paten Pompa Sedot Bahan
Galian Untuk Pertambangan Oleh Pemegang Hak Cipta dan Hak Merek.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat
penulis kemukakan adalah tentang penerapan aspek kebaruan penemuan (novelty)
sebagai syarat pemberian paten, kekuatan hak paten terhadap barang yang telah
diproduksi secara umum dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam
menolak gugatan konpensi dari Termohon kasasi seluruhnya dalam perkara
No.02/PK/N/HaK1/2003.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai aspek
kebaruan atas sebuah penemuan sebagai syarat dasar pemberian hak paten

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
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tentang Paten, yang dijadikan pedoman hukum oleh Hakim Mahkamah Agung
dalam mengadili gugatan pembatalan hak paten milik Suwandi oleh PT.
Kumalajaya Internusa selaku pemegang hak cipta dan hak merek.

Penulis menggunakan metode penulisan karya tulis ilmiah dengan
melakukan pendekatan masalah secara empiris normatif yaitu dengan menelaah
peraturan perundangan yang berlaku serta buku-buku yang berisikan konsep
teoritis. Pendekatan ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan data
sekunder sebagai sumber yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Sumber bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif yang akhimya diambil kesimpulan yang dimulai dari
pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Penentuan aspek kebaruan invensi ditetapkan dalam pemeriksaan subtantif
oleh Kantor Paten dengan membandingkan dengan data paten yang sudah ada,
serta mempertimbangkan apabila ada keberatan dari masyarakat atas invensi yang
didaftarkan tersebut.

Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama (first 1o file principle) dan
bukanlah menganut prinsip penemu pertama (first to invent principle). Sistim ini
dianut Indonesia untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Sehingga
sebelum adanya invensi sejenis yang didaftarkan maka sebuah invensi dapat
diberikan hak paten, selama memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan subtantif.
Hak cipta dan hak merek memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak paten,
sehingga pemilik hak cipta atau hak merek bukanlah sebagai pemilik hak paten.

Dalam pemeriksaan subtantif, Kantor Paten hendaknya bertindak aktif
dalam pengkajian mengenai syarat paten yaitu dengan pemeriksaan secara
langsung dilapangan dengan menerjunkan tim ahli untuk memeriksa objek paten
secara menyeluruh. Seharusnya dalam pengumuman permohonan patens
dilakukan secara online sebagai wujud partispasi masyaratkat sehingga
melahirkan penilaian yang objektif. Dan hendaknya diadakan paten dengan skala
nasional untuk melindungi industri dalam negeri terhadap klaim luar negeri atas

sebuah penemuan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa
ini ternyata membawa perubahan yang sangat besar dalam perubahan pola pikir
dan pola tindak manusia. Dengan perkembangan teknologi yang melahirkan
penemuan-penemuan baru menyebabkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk
meningkatkan pendayagunaan teknologi sederhana, sehingga menjadikan manusia
memiliki banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin
beragam.

Semakin berkurangnya lahan pertanian di Indonesia yang bercorak negara
agragis, serta didukung dengan sumber daya alam terutama bahan galian yang
melimpah, kini Indonesia bergerak menuju negara industri sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraannya, maka pentingnya peranan teknologi merupakan
hal yang mutlak dibutuhkan. Untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan
daya saing dengan negara-negara lain dibidang industri, melahirkan upaya untuk
menemukan teknologi yang tepat guna, efisisen dan mutakhir. Upaya tersebut
memaksa setiap orang yang memiliki keahlian dan kemampuan terutama yang
bergerak di bidang industri untuk berinovasi dalam penyempurnaan teknologi
yang ada atau bahkan bahkan menemukan hal-hal baru lainnya.

Adanya globalisasi termasuk dalam hal perdagangan yang menciptakan
sebuah sistim pasar bebas, menjadikan produk-produk dengan beragam jenis dan
dari berbagai negara kini dengan mudah ditemui dalam pasar domestik, dan hal ini
menjadikan persaingan usaha di Indonesia menjadi semakin ketat. Dengan
ketatnya persaingan usaha tersebut, pada akhirnya memaksa pihak pengusaha
untuk melakukan langkah-langkah yang efisien untuk dapat tetap bertahan dalam
kerasnya persaingan dunia usaha. Salah satu langkah tersebut adalah dengan .
melahirkan penemuan teknologi baru atau menyempurnakan teknologi yang telah

ada sehingga sebuah produk dapat mempunyai daya saing yang tinggi dan dapat

tetap bertahan terhadap seleksi pasar.
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Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui
kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya.
Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan
serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan
tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit (Simatupang, 2003: 67).

Sudah barang tentu, setiap invensi baru yang dihasilkan oleh para inventor,
peneliti, dan ilmuwan, baik dari kalangan industri dan akademisi, memerlukan
adanya perlindungan hukum, mengingat usaha dan jerih payah serta biaya yang
telah dikeluarkan. Sebab lain yang mendasari, bahwa setiap invensi memerlukan
perlindungan adalah adanya kepentingan ekonomis yang sangat berharga, dan
kemungkinan devisa negara yang dapat diperoleh (Maulana, 1997: 100).

Kesadaran akan pentingnya pengakuan hak atas kekayaan intelektual
sebagai aset negara yang dapat mengalirkan devisa sudah tidak dapat dipungkiri
lagi. Data di tahun 1997 memperlihatkan bahwa industri berbasis HaKI
mengumpulkan hasil ekspor terbesar bagi Amerika sebesar $US 66,85 Miliar.
Angka ini disusul oleh industri kimia $US 66,40 Miliar dan kendaraan bermotor
$US 58,34 Miliar. Dari data UNDP (United Nations Development Programme)
juga menunjukkan bahwa di tahun 1995 saja, angka pembayaran royalti dunia
lebih dari setengahnya mengalir ke Amerika. (Haryanto, 2002 :36)

Di dalam lingkup hukum Indonesia, setiap kegiatan beserta hasilnya yang
berhubungan dengan proses kreatif dan invensi digolongkan ke dalam lingkup
Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKl). Khusus untuk
kegiatan yang berkaitan dengan invensi di bidang industri, kemudian dikenal
dengan istilah Hak Milik Perindustrian yang meliputi 3 (tiga) komponen yaitu
Paten, Merek dan Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

Segala aspek yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
adalah merupakan wacana global yang terus berkembang seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di beberapa negara,
perkembangan masalah Hak atas Kekayaan Intelektual dirasakan sudah sangat

kompleks, karena hal itu tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
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teknologi saja, melainkan menyangkut pula kepentingan ekonomi serta politik
yang telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas
permasalahan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Salah satu hal yang sangat menentukan dalam kegiatan perindustrian adalah
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebab ilmu pengetahuan itulah yang
diterapkan dalam proses industri, kemudian teknologi lahir dari kegiatan
penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut dapat berlangsung dalam dan
cara yang sederhana, tetapi dapat pula melalui cara dan proses yang sangat rumit.
Teknologi yang dihasilkan tersebut selanjutnya diterapkan untuk mencapai tujuan
dan manfaat yang dikehendaki.

Proses dan atau kegiatan invensi teknologi beserta pengembangannya,
begitu pula hasilnya, sudah tentu akan mengandung nilai ekonomis yang tinggi,
karena melibatkan tenaga dan pikiran, waktu serta biaya yang cukup besar untuk
menghasilkan sebuah teknologi yang akan meningkatkan kualitas sebuah produk
sehingga memiliki nilai tawar yang tinggi di pasaran.

Perlindungan terhadap suatu penemuan di bidang teknologi beserta hasil-
hasilnya, pada dasarnya adalah merupakan suatu perwujudan pemberian hak
kepada inventor untuk menikmati manfaat ekonomis atas pengorbanan dan jerih
payahnya dalam menemukan sebuah invensi. Dalam ruang lingkup ilmu hukum
dan praktik di lapangan, perlindungan atas suatu karya intelektual yang berkaitan
dengan bidang perindustrian dikenal dengan istilah paten.

Pemegang paten memegang hak perlindungan yang bersifat eksklusif dan
mutlak dari pemerintah selama jangka waktu tertentu. Perbuatan-perbuatan yang
merupakan hak eksklusif dari pemegang paten adalah produksi dari barang yang
dipatenkan (manufacturing), penggunaan (using), dan penjualan (selling) dari
barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan penjualan barang
tersebut seperti mengimpor dan rrienyimpan (stocking) (Djumhana dan
Djubaedillah, 1997: 110).

Semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang Hak atas Kekayaan
Intelektual terutama masalah paten serta untuk melindungi dan mencegah adanya

tindakan yang tidak jujur dan merugikan pemegang hak paten, menyebabkan
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dilahirkannya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak

Paten yang diantaranya mengalami beberapa penyempurnaan. Peraturan

perundang-undangan tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahunn 1997 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;

w

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

-

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan
Paten;

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 06-HC.02.01

n

Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten:
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor; M. 07-HC.02.01

=)

Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan
Substantif Paten.

Pemberian hak paten harus diselenggarakan secara selektif, mengingat hak
yang ada padanya dan nilai ekonomis yang terkandung didalamnya. Kurangnya
kesadaran masyarakat akan makna dan pentingnya pendaftaran hak paten,
menyebabkan seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak paten seperti
pemalsuan, penjiplakan maupun perselisihan kepemilikan atas paten seperti yang
terjadi antara PT. Kumalajaya Internusa dan Siswandi atas kepemilikan hak paten
atas pompa sedot galian untuk pertambangan yang menyebabkan para pihak
menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga menarik
minat penulis untuk mengangkat kasus tersebut dalam media skripsi ini

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis
berusaha untuk mengkaji lebih lanjut dalam format skripsi dengan menggunakan
Judul “KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMBATALAN HAK PATEN
POMPA SEDOT GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN OLEH
PEMEGANG HAK CIPTA DAN HAK MEREK (Studi Kasus Putusan
MA.RI No.02.PK/N/HaK1/2003).
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1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diuraikan adanya
pembatasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya
penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada atau pembahasan
yang terlalu luas, sehingga nantinya dapat tercapai kesatuan arah dan arti.
Pembahasan dalam skripsi ini mengkhususkan pada aspek hukum paten yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, terutama yang
berkaitan dengan syarat subtantif yang harus dipenuhi dalam pengajuan

permohonan hak paten atas suatu barang.

1.3. Rumusan Masalah
Bertitik tolak pada latar belakang masalah dan ruang lingkup di atas, maka

ditentukan beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

I. Bagaimana penerapan aspek kebaruan penemuan (Novelty) sebagai syarat
pemberian paten ?

2. Bagaimanakah kekuatan hak paten terhadap barang yang telah diproduksi
secara umum ?

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung
menolak gugatan konpensi dari Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi
seluruhnya dalam perkara No. 02/PK/N/HaK1/2003 ?

1.4. Tujuan Penulisan

Agar skripsi ini mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam mengkaji
permasalah yang akan dibahas, tentunya diperlukan suatu tujuan penyusunan
dalam skripsi ini. Tujuan penyusunan disini terbagi atas 2 (dua) tujuan penulisan

yaitu:

1.4.1. Tujuan Umum

Ada beberapa tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini,

yaitu:
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l. Guna memenuhi syarat akademis, memenuhi dan melengkapi salah satu syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember;

2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum vyang diperoleh dalam
perkuliahan yang bersifat teoritis dengan menghubungkan dengan kenyataan

yang ada dalam masyarakat.

1.4.2. Tujuan Khusus
Mengenai tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah:

I. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan aspek kebaruan invensi (Novelty)
sebagai syarat pemberian paten;

2. Untuk mengetahui kekuatan hak peten terhadap barang yang telah diproduksi
secara umum,

3. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hukum Hakim
Mahkamah Agung menolak gugatan konpensi dari Penggugat
Konpensi/Termohon Kasasi seluruhnya dalam perkara No.
02/PK/N/HaK1/2003.

1.5 Metode Penulisan

Setiap penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang
dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, schingga dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan suatu penelitian
yang mendekati kesempurnaan dengan tingkat kebenaran yang optimal. Adapun

metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris normatif,
yaitu merupakan suatu pendekatan masalah yang menelaah peraturan
perundangan yang berlaku, serta buku-buku yang berisikan konsep teoritis,

kemudian pendekatan tersebut dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi
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pokok bahasan. Pendekatan ini merupakan penelitian yang hanya menggunakan
bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer maupun
sekunder (Waluyo, 1991: 14).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber bahan hukum
sekunder, vyaitu merupakan sarana yang digunakan untuk mencermati dan
menelaah permasalahan dalam skripsi ini. Untuk menelaah permasalahan,
digunakan bahan hukum yang didapat dari beberapa sumber.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan baru
dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun
mengenai suatu gagasan (ide). Bahan primer ini mencakup peraturan-
peraturan hukum mengenai hak paten dan putusan dari Mahkamah Agung
Republik Indonesia No.011/K/N/HaK1/2002 serta petunjuk-petujuk pedoman
hukum yang bersifat praktis.

En.)

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum pustaka yang berisikan informasi
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain mencakup
pendapat. ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya
tulis ilmiah mandiri, buku literatur maupun berupa artikel-artikel lepas yang

terdapat pada media cetak maupun elektronik.

1.5.3 Metode Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan
skripsi ini adalah dengan studi dokumen dan studi pustaka dengan cara
mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengaﬁ hak paten,
mengklasifikasi, membandingkan antara fakta dari dokumen putusan pengadilan
dengan teori dan peraturan perundangan yang berlaku serta menelitinya,
kemudian menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan hak atas

kekavaan intelektual, khususnya hak paten.
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Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode prespektif
perundang-undangan, yaitu analisis terhadap data yang terkumpul dengan
menggambarkan suatu permasalahan yang tidak mengandung angka, melainkan
didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil
kesimpulan secara deduktif, yaitu yang dimulai dari pembahasan yang sifatnya

umum menuju pada pembahasan yang sifatnya khusus (Soemitro, 1998: 88).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Kumalajaya Internusa yang berkedudukan di JI. Pinangsia Jakarta Barat
mengklaim sebagai penemu pertama atau inventor atas produk barang berupa
“Pompa Sedot Bahan Galian Pertambangan” sejak tahun 1983 di Indonesia. Pada
tahun 1986, PT. Kumalajaya Internusa tersebut memperbaharui dan
menyempurnakan produknya “Pompa Sedot Galian” tersebut dalam bentuknya
berupa: Rumah Siput Segi Empat, yang kemudian dipasarkan dan dikenal di
seluruh Indonesia.

Pada tahun 1990, Pompa sedot bahan galian pertambangan rancangan dan
produksi PT. Kumalajaya tersebut didaftarkan pada “Daftar Umum Hasil Cipta”
di Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman dan HAM dengan Reg.
No0.015304/ tanggal 9 Oktober 1994. Selanjutnya produk pompa tersebut oleh PT.
Kumalajaya, diberikan label merek “ESKADE” dan didaftarkan pada Direktorat
Merek, Departemen Kehakiman dan HAM. Yang selanjutnya diberikan sertifikat
merek dengan Register No. 351454/ tanggal 3 Desember 1996.

Pada tahun 2001, melalui iklan pada Harian Republika Jakarta, diketahui
bahwa Siswandi, Pengusaha di Cengkareng Jakarta Barat telah mendaftarkan
produk Pompa Sedot Bahan Galian pada Direktorat Paten Dirjen HaKI
Departemen Kehakiman dengan Register Nomor 1.D.0006462. Pompa Sedot
Galian Tambang produksi dari Siswandi ini, dari segi konstruksi dan bentuknya
adalah sama dan meniru “Pompa Sedot” hasil ciptaan PT. Kumalajaya yang
bermerek ESKADE tersebut yang telah didaftarkan terlebih dahulu dari pada
pendaftaran oleh Siswandi tersebut. Merasa dirugikan dengan beredarnya “Pompa
Sedot Galian” produksi Siswandi maka melalui Kuasa Hukumnya pihak PT.
Kumalajaya selaku Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga
Jakarta Barat, terhadap para Tergugat:

I.  Siswandi, di Kapuk Cengkareng Jakarta Barat (Tergugat 1)

C | &G [

! VNIVERSITAS JEMBFR

L
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Il. Pemerintah RI cq, Departemen Kehakiman dan HAM RI cq, Dirjen
HAKI cq, Dit Paten Jakarta. Dengan dalil Tergugat | melanggar pasal 2-
6-7-91 ayat | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Dalam surat gugatannya pihak Penggugat mengajukan petitum yang
pokoknya sebagai berikut:
I. Dalam Provisi :

1. Menerima permohonan provisi Penggugat;

2. Menyatakan penyitaan dan penyegelan atas barang produksi Penggugat oleh
Tergugat 11 adalah tidak sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Tergugat Il untuk mengangkat sita dan penyegelan atas
barang-barang produksi milik Penggugat.

[I. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah inventor pertama dan sebagai
“pemakai paten terdahulu™ atas produksi Pompa Sedot Galian:

- Sertifikat Hak Cipta No.015304/tanggal 9 Oktober 1994.
- Sertifikat Hak Merek ESKADE No.351454/tanggal 13 Desember
1996.

3. Menyatakan bahwa, Hak Paten No..D.0006462 atas nama Tergugat I batal
dengan akibat hukumnya, karena tidak mempunyai nilai kebaharuan sebab
bentuk konfigurasi dan konstruksinya adalah sama dengan desain pompa
ciptaan Penggugat, sehingga bertentangan dengan pasal 2-6-7 UU No. 14
Tahun 2001 tentang Paten.

4. Memerintahkan Tergugat I/Pihak lain yang mendapat hak darinya untuk
menghentikan produksi “Pompa Sedot Bahan Galian™ dan peredarannya.

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati putusann ini dengan
membatalkan Hak Paten Nomor 1.D.0006462 atas nama Tergugat 1 dari
daftar umum Dit. Paten dengan segala akibat hukumnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pihak Tergugat I
telah menanggapi gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban

atas materi pokok sengketa. Dalam eksepsinya, Tergugat berpendirian bahwa
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gugatan Penggugat adalah kabur, karena Penggugat dalam surat gugatannya telah
menggabungkan tiga macam Undang-undang dalam satu gugatan yaitu: gugatan
tentang hak cipta, gugatan tentang pembatalan paten dan gugatan tentang merek.
Ketiganya diatur dalam Undang-undang tersendiri yang masing-masing memiliki
ciri/kekhususan dan tidak dapat digabungkan sehingga gugatan Penggugat
tersebut mohon ditolak. Selanjutnya Tergugat | mengenai materi pokok
menyangkal dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, sebab Tergugat I
adalah penemu (inventor) atas Pompa Sedot Galian Pertambangan yang telah
didaftarkan pada Dit. Paten, Dirjen HaKl No.l.D.0006462, tanggal 6 September
2001.

Tergugat I, kemudian mengajukan gugatan rekompensi yang petitumnya

pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan rekompensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian
yang dialami oleh Penggugat Rekompensi/ Tergugat 1 Kompensi yaitu:

a. Kerugian Materiil : Keuntungan yang didapat oleh Tergugat
Rekopensi/Penggugat Kompensi, dengan membuat dan menjual yang
mencapai Rp. 1.000.000.000,-

b. Kerugian Materiil : Kerugian akibat turunya omzet penjualan produk
Penggugat Rekopensi berkisar Rp. 1.000.000.000,-

¢. Kerugian Immateriil : Tercermarnya nama baik Penggugat Rekopensi
ditaksir Rp. 500.000.000,-

Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang intinya bahwa
gugatan penggugat adalah kabur, karena yang menjadi pokok perkara adalah
gugatan pembatalan Paten No.l.D.0006462 atas nama: Tergugat | Suwandi, akan
tetapi dalam gugatannya tersebut juga mempermasalahkan Hak Merek. Penggugat
mencampuradukkan tiga Undang-undang tentang Paten, Hak Cipta dan Hak
Merek, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur, dan mohon Majelis Hakim

menolak gugatan Penggugat tersebut.
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Setelah proses sidang, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dinyatakan

selesai, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang didukung oleh

pertimbangan hukum yang inti pokoknya adalah:

1.

Mengenai eksepsi, gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur yaitu:
pembatalan paten No.0006462 milik Tergugat I, Siswandi sehingga eksepsi
Tergugat 1 dan Il karena tidak beralasan harus ditolak.

. Dari bukti surat dan keterangan para saksi serta barang bukti maka Majelis

Hakim berpendirian bahwa, teknologi pompa milik Tergugat I Siswandi
terbukti sama dengan teknologi pompa milik Penggugat yang sudah
diproduksi jauh-jauh sebelum tergugat 1 mendaftarkan penemuan pompanya
pada tahun 2001. Dengan fakta ini Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai
inventor.

Oleh karena terbukti tidak memenuhi syarat sebagai inventor maka
pendaftaran paten No.0006462 atas nama Tergugat I adalah beralasan
hukum untuk dibatalkan.

Oleh karena Tergugat Il sebagai pelaksana administrasi pendaftaran paten,
maka diperintahkan untuk melakukan pendaftaran pembatalan tersebut.
Penggugat dalam gugatannya memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai
penemu pertama (inventor), harus ditolak karena dalam persidangan terbukti
bahwa pompa sedot bahan galian tambang telah diproduksi oleh masyarakat
luas sehingga menjadi milik umum (public domain)

Bahwa dengan dibatalkannya pendaftaran paten milik Tergugat I dengan
segala akibat hukumnya serta dinyatakannya sebagai public domain maka
hal ini mengandung arti, bahwa siapa saja dapat memproduksi pompa sedot
bahan galian tambang tersebut.

Maijelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Mei 2002

mengeluarkan putusan No. 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/Jkt.Pst. yang amarnya
pada pokonya sebagai berikut:

- Dalam Provisi:

Menguatkan putusan provisi tanggal 23 April 2002.

- Dalam Eksepsi:
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Menolak eksepsi Tergugat 1 dan I1.

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Paten No.ID.0006462 atas nama Siswandi;

3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mentaati putusan ini dengan
membatalkan Paten No.ID.0006462 atas nama Siswandi ( Tergugat I )
dalam Daftar Umum Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

5. Menghukum Tergugat | membayar biaya perkara.

Para Tergugat menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut
diatas menempuh upaya hukum yaitu kasasi dengan mengemukakan keberatan
kasasi didalam memori kasasinya. Majelis Mahkamah Agung dalam mengadili
perkara kasasi ini, didalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai
tanggapannya atas keberatan kasasi serta mengadili sendiri perkara ini dengan
memberikan pertimbangan bahwa:

Keberatan kasasi butir A.1 dan 3, Majelis Mahkamah Agung berpendirian
bahwa provisi memang seharusnya ditolak oleh Judex Facti, karena tuntutan
provisi diajukan oleh Penggugat pada tahap replik, yang berarti merupakan
perubahan gugatan. Bila ada perubahan gugatan, setelah adanya jawaban dari
Tergugat, maka harus ada persetujuan dari Tergugat.

Keberatan kasasi butir 6, Majelis Mahkamah Agung dapat membenarkan
karena Judex Facti Pengadilan Niaga tidak mempertimbangkan dan memberi
putusan tentang gugat rekompensi. Dengan demikian, putusan Judex Facti a’quo
adalah tidak/kurang lengkap pertimbangannya, karena itu harus dibatalkan,
dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, maka Majelis
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan alasan yuridis yang
intinya sebagai berikut:

Dalam Gugatan Konpensi :

1. Mengenai tuntutan provisi harus ditolak karena tidak memenuhi syarat;
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2. Mengenai eksepsi, harus ditolak karena isi eksepsi tersebut sudah
menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam proses
persidangan;

3. Mengenai pokok perkara (kompensi) harus ditolak karena, Penggugat tidak
dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa ia Penggugat (Termohon
Kasasi) adalah pemegang Hak Paten. Padahal menurut ketentuan didalam
pasal 91 ayat 3 UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berhak
mengajukan pembatalan paten, agar supaya Paten lain yang sama dengan
paten miliknya itu adalah pemegang hak paten yang sudah terdaftar secara
sah.

4. Tuntutan atas kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena
Penggugat Rekompensi /Tergugat I Kompensi tidak dapat membuktikan
rincian kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat Rekompesi/
Penggugat Kompensi..

5. Oleh karena hak paten penggugat rekonpensi telah terdaftar dengan sah
No.ID.0006462, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi agar supaya Tergugat
I Rekonpensi menghentikan produksinya dapat dikabulkan oleh Majelis
Mahkamah Agung.

Akhimya Majelis Mahkamah Agung pada tanggal 30 September 2002
memberikan Putusan No.011 K/N/HaK1/2002 yang intinya berisikan:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat No.7/Merek/2002;

Mengadili sendiri:

- Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

- Dalam Eksepsi: |
Menolak eksepsi dari Tergugat;

- Dalam Kompensi:

Menolak gugatan kompensi dari Penggugat kompensi/Termohon kasasi

seluruhnya;
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- Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekompensi (Penggugat Kompensi) untuk
menghentikan, membuat, menggunakan menjual atau menyediakan untuk
dijual barang-barang hasil pelanggaran Paten milik Penggugat Rekompensi
(Tergugat 1 Kompensi);

3. Menolak gugatan rekompensi selain dan selebihnya.

Penggugat PT. Kumalajaya menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung
tersebut diatas dan memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali dengan
mengajukan beberapa alasan peninjauan kembali. Alasan-alasan yang diajukan
pada pokoknya adalah menganggap bahwa judex facti pengadilan tingkat kasasi
adalah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mencerminkan nilai keadilan.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusan No.02.PK/N/HaK1/2003 tanggal
13 Mei 2003 menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.
Kumalajaya Internusa dengan alasan yuridis sebagai pertimbangan hukum
putusan Mahkamah Agung adalah alasan Peninjauan Kembali yang diajukan
Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi alasan Permohonan
Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a-f)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut, akhimya Majelis
Mahkamah Agung memberi putusan :

Mengadili:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. Kumalajaya

Internusa;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara.

2.2 Dasar Hukum
Didalam setiap penulisan karya ilmiah di bidang hukum, haruslah dilandasi

dengan dasar hukum yang jelas untuk menguatkan alasan kebenaran dalam

menyelesaikan permasalahan serta untuk menjamin kepastian hukum yang
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merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hukum . Dasar
hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan
Paten;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.06-HC.0201
Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.07-HC.0201
Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-Syarat Pemeriksaan Subtantif Paten;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-
HC.02.10 Tahun 1992 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI )

Hak atas Kekayaan Intelektual pada awalnya disebut dengan Hak Milik
Intelektual yaitu untuk menyebut segala sesuatu yang berkaitan dengan proses
penciptaan. Dalam wacana internasional hak ini dikenal dengan sebutan
“Intellectual Property Right” yang apabila diterjemahkan secara bebas dalam
bahasa Indonesia adalah berarti “Hak Milik Intelektual”. Namun sesuai dengan
perkembangan jaman dan perluasan makna kata dalam bahasa Indonesia, istilah
Hak Milik Intelektual kemudian bergeser menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual
( HaK1).

Hak atas Kekayaan Intelektual ( HaKI ) secara luas dirumuskan sebagai
berikut : © Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil
kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada
kahlayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna
dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata
dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu
pengetahuan, maupun seni dan sastra. (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 21).

Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki pengertian Hak Paten tidak

diberikan terhadap barangnya, melainkan terhadap kemampuan intelektual
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manusianya. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak atas Kekayaan Intelektual
ini yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (creation), ciptaan ini mungkin dalam
bidang seni (arf), tetapi juga dalam bidang industri atau ilmu pengetahuan.
Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang inilah yang diciptakan
(Gautama, 1995 : 2).

Lebih lanjut pengelompokan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dapat
dikatagorikan sebagai berikut :
1. Hak Cipta (Copy)
2. Hak kekayaan Perindustrian (/ndustrial Property Right)
Hak kekayaan perindustrian meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu : Paten, Merek dan
Desain Industri (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 : 14).

2.3.2 Pengertian Hak Paten

Paten atau istilah Hak Paten diserap dari bahasa Inggris “ Patent “. Paten
diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pada pasal 1
ayat 1 disebutkan:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil

invensinya dibidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan

sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak
lain untuk melaksanakannya.

Pada dasarnya setiap orang atau subyek hukum lainnya mempunyai hak
untuk memperoleh hak paten atas suatu Invensi. Invensi tersebut dapat
dilaksanakan sendiri oleh Inventor yang bersangkutan atau dilimpahkan pada
pihak lain dengan ijin atau perjanjian antara pihak Inventor dengan pihak yang
bermaksud untuk melaksanakan paten tersebut.

Istilah paten berasal dari bahasa Latin “Auctor” yang berarti “dibuka”.
Maksudnya adalah suatu invensi yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk
umum. Dengan terbukanya invensi tersebut, tidak berarti setiap orang dapat
mempraktikkan invensi tersebut kecuali dengan persetujuan atau perjanjian
dengan pihak inventor. Terbukanya suatu invensi maka dapat memberikan

informasi yang diperlukan bagi pengemBangan teknologi selanjutnya berdasarkan
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invensi tersebut, dan untuk memberi petunjuk kepada mereka vang berminat
untuk mengeksploitasi invensi itu ( Djumhana dan Djubaedillah,1997 : 110).

Paten sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual memberi
kewenangan kepada pemegang paten untuk berbuat apa saja sesuai dengan
kehendaknya selama perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan
kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkembangannya
kebebasan tersebut mulai mengalami pergeseran sehingga tidak lagi menjadi
mutlak, seperti adanya pengambilalihan atau penundaan paten oleh negara. Kansil
(1997: 14) menjabarkan bahwa pemberian paten dilakukan apabila suatu invensi
dinilai penting bagi rakyat atau kelancaran pembangunan di bidang tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, hak paten
dikatakan memiliki sifat eksklusif dan mutlak dan diatur dalam pasal 16 ayat 1|
dan ayat 2 yang menjelaskan:

(1) Pemegang paten memegang hak khusus untuk melaksanakan paten yang
dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:

a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan,
menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan hasil produksi yang diberi paten;

b. Dalam hal proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang dan tindakan lainnya yang dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya
berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan-
penggunaan paten produk yang bersangkutan.

Hak khusus yang dimaksudkan adalah hak yang bersifat eksklusif, artinya adalah
hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk dalam jangka waktu
tertentu melaksanakan sendiri, atau memberi hak lebih lanjut kepada orang lain
berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Ketentuan tersebut menyatakan orang lain
tidak berhak melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Hak paten atas sebuah invensi dapat dipertahlankan terhadap siapapun, selain
itu hak paten dapat memberikan hak monopoli kepada pemilik atau pemegang
paten. Jadi pemilik atau pemegang paten dapat mempergunakan haknya untuk

melarang pihak manapun juga yang tanpa persetujuannya untuk membuat dan

atau mempergunakan barang invensinva.
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Paten dasarnya hak paten memberikan perlindungan hukum kepada inventor
dan teknologi baru (innovation) atas peniruan atau pencurian ide, dengan
perlindungan tersebut, pemegang paten (Patentee) dapat menyebarluaskan atau
bahkan dapat mentransfer haknya melalui perjanjian lisensi tanpa ketakutan ditiru
oleh pihak lain.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dijelaskan
bahwa perlindungan paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
untuk paten biasa dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana. Perlindungan ini
diberikan sejak tanggal penerimaan permohonan paten untuk paten biasa dan
sejak diberikannya surat paten sederhana.

Dalam Undang-undang. Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terjadi
perubahan atas jangka waktu perlindungan paten sebagaimana yang diatur pada
peraturan terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
yvang memberikan jangka waktu perlindungan 14 (empat belas) tahun untuk paten
biasa dengan kemungkinan perpanjangan 2 (dua) tahun, sedangkan perlindungan

paten sederhana diberikan perlindungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.3.3 Pengertian Invensi

Dalam rangka mengantisipasi perdagangan bebas, pemerintah bersama DPR
telah beberapa kali melakukan kebijakan dengan merevisi Undang-undang tentang
Paten. Di dalam Undang-undang paten yang terbaru, istilah penemuan diganti
dengan kata invensi yang bersumber dari kata invension. Dengan alasan
penemuan dirasakan memiliki makna yang sangat luas dan beraneka ragam,
sedangkan dalam konteks paten, penggunaan istilah invensi dinilai lebih tepat
karena menggambarkan serangkaian kegiatan untuk membuat sesuatu yang
semula belum ada menjadi ada.

Pengertian invensi diatur dalam pasal |1 angka 2 Undang-undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten, yang menyatakan bahwa :

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu produk atau

proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan produk

atau hasil produksi™.
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Adanya pergeseran makna invensi dapat dilihat dari kata “hasil invensi”
yang terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten. Pemakaian kata “hasil invensi” mengandung pengertian bahwa
invensi merupakan benda berwujud. Pembuat Undang-undang lebih
menitikberatkan pada unsur hak atau ide yang lahir dari invensi, bukun hasil
invensinya atau bendanya. Jika yang dimaksudkan adalah idenya, maka
pelaksanaan ide itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda
materiil. Ide itu sendiri adalah benda materiil yang lahir dari proses intelektual
manusia (Saidin, 1997 :146).

Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa pembuat Undang-undang
menilai bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh paten adalah ide dari
inventor, sebagai hasil dari proses intelektualitas manusia. Sedangkan hasil dari
pelaksanaan invensi sebagai produk atau proses terjadi karena adanya pelaksanaan
ide dari inventor. Tanpa adanya pelaksanaan ide tersebut, maka produk atau
proses sebagai hasil invensi tidak akan terwujud.

Inventor sebagai subjek paten, memiliki pengertian yang disebutkan dalam
pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang
menyatakan bahwa :

“Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang

secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan

yang menghasilkan invensi”.

Penggunaan istilah inventor menggantikan istilah penemu yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Penggunaan istilah penemu,
sama halnya dengan istilah penemuan dirasakan mengandung makna yang sangat
luas dan beraneka ragam, karena bisa bermakna apa saja, sedangkan istilah
inventor dianggap sesuai dengan atau mengikuti istilah invensi.

Inventor secara otomatis berhak untuk memperoleh paten atas invensinya.
Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten yang menyatakan :

(1) Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih
lanjut hak inventor yang bersangkutan.
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(2) Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama,
hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor

yang bersangkutan.

Untuk hal-hal tertentu , suatu invensi dapat lahir karena adanya pekerjaan
kedinasan, kontrak kerja dan sebagainya. Apabila suatu invensi dilahirkan dari
hal-hal tersebut diatas, maka harus dibedakan pihak-pihak yang dapat disebut
sebagai inventor, dengan pihak lain yang berhak atas invensi tersebut, karena pada
intinya sebuah invensi itu adalah merupakan benda immateriil yang memiliki nilai

ekonomis sebagai penghargaan atas kemampuan daya pikir seseorang.

2.3.4 Pengertian Barang Yang Telah Diproduksi Secara Umum

Mengenai pengertian barang yang telah diproduksi secara umum, tidak ada
seorangpun pakar hukum yang memberikan pendapatnya secara mendetail.
Namun apabila membahas tentang objek sesuatu, khususnya yang berkaitan
dengan hak paten, maka hal tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pembahasan
mengenai benda sebagai hasil atau pelaksanaan dari ide seperti yang telah
dijelaskan pada sub-bagian sebelumnya. Karena hak paten mempunyai objek
terhadap temuan (uitvinding) atau juga disebut sebagai invention yang secara
praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian (Saidin, 1997 :149).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwodjarminto, 1995 :204)
secara harafiah atau konteks kalimat, dapat diartikan bahwa barang yang telah
diproduksi secara umum mengandung pengertian barang sebagai segala sesuatu
yang berwujud benda secara umum, sebagai hasil dari suatu proses pembuatan
yang dihasilkan industri sebagai produsen (penghasil barang) yang dilakukan
untuk masyarakat banyak. Jadi barang tersebut telah diketahui dan dapat

- dikonsumsi masyarakat luas.

2.3.5 Pengertian Aspek Kebaharuan Invensi
Aspek kebaharuan Invensi (Novelty) merupakan salah satu syarat mutlak
yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan paten selain syarat lainnya

yaitu mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Di dalam
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Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 3 ayat 1, juga
dijelaskan bahwa suatu invensi dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan,
invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud tidak sama adalah bukan
sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidaknya fungsi ciri teknis (feature)
invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya. Selanjutnya tidak ada
penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau acuan baku terhadap aspek
kebaharuan invensi (Novelty).

Lazimnya sistim paten, invensi tersebut dinilai baru apabila invensi tersebut
tidak mengandung bagian teknologi yang sudah ada pada saat ini (state of the art),
yaitu apa saja yang tersedia untuk umum melalui tulisan ataupun lisan, pemakaian
atau cara lainnya, sebelum invensi itu diajukan ke Kantor Paten. Masalah
kebaharuan diartikan secara luas dan tidak ada batasan geografi, bahasa atau cara
yang dipakai sehingga tersedia untuk umum, juga tidak ada batas usia untuk
dokumen atau sumber informasi lainnya.

Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menjelaskan bahwa penentuan kebaruan suatu invensi pada dasarnya hanya
dikaitkan dengan syarat belum diumumkannya invensi yang bersangkutan, baik
secara lisan maupun tulisan. Disamping itu disebutkan pula bahwa invensi itu

dianggap tidak baru kalau ternyata ada invensi serupa yang telah diciptakan

terlebih dahulu atau ternyata bagian dari invensi terdahulu.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Aspek Kebaruan Invensi (Novelty) Sebagai Syarat

Pemberian Paten

Dalam pelaksanaan pemberian hak paten atas invensi yang diajukan oleh
inventor, Kantor Paten tidak dengan serta-merta akan memberikan hak paten atas
setiap invensi yang didaftarkan, tetapi akan diadakan pemeriksaan terhadap
syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak paten.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menjelaskan bahwa suatu invensi yang dimintakan paten harus memenuhi syarat-
syarat antara lain :

1. Aspek kebaruan invensi (Novelty)

Aspek kebaruan invensi adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam
pengajuan permohonan paten. Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa suatu invensi dianggap baru jika
pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang
diungkapkan sebelumnya. Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai
kriteria terhadap aspek kebaruan invensi (Novelty). Namun sebagaimana lazimnya
sistim paten, invensi disebut baru apabila invensi itu tidak mengandung bagian
teknologi yang sudah ada pada saat ini.

Di dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, penentuan kebaruan suatu invensi pada dasarnya hanya dikaitkan
dengan syarat belum diumumkannya invensi yang bersangkutan, baik secara lisan
maupun tulisan. Disamping itu, disebutkan pula bahwa invensi dapat dianggap
tidak baru apabila ada invensi serupa yang telah diciptakan lebih dahulu atau
ternyata merupakan bagian dari invensi terdahulu.

2. Memiliki langkah inventif (inventive step)

Kebaruan dan langkah inventif merupakan kriteria yang berbeda. Kebaruan
merupakan sesuatu yang harus ada sebelum langkah inventif dapat dinilai. Suatu
penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seseorang

yang mempunyai keahlian mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat
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diduga sebelumnya. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Beberapa hal yang dapat meniadakan langkah inventif antara lain bila
formulasi suatu ide atas penyelesaian suatu masalah akan imengasilkan sesuatu
yang dapat diduga hasilnya.

3. Dapat dipraktikkan dalam perindustrian (industrial applicability)

Sebuah penemuan untuk mendapatkan paten harus memenuhi syarat bahwa
penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Dalam Pasal 5 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa suatu invensi dapat
dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

Permohonan paten di Indonesia disyaratkan harus memenuhi 2 syarat pokok,
yaitu syarat formal yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen yang
diperlukan untuk mengajukan permohonan dan syarat subtantif yang adalah
merupakan syarat pokok yang harus dimiliki atau melekat pada objek yang akan
dipatenkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor
14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu harus memenuhi unsur kebaruan, mengandung
langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Simatupang (2003 : 81) mengemukakan bahwa hal-hal yang harus dimuat
dalam surat permohonan paten adalah:

a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;

b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;

Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor;

Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;

Pernyataan permohonan untuk diberi paten;

Judul invensi;

R e o

Klaim yang terkandung dalam invensi;

-

Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang
cara melaksanakan invensi;
J-  Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjélas

invensi;
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k. Abstrak invensi.

Menurut pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata
Cara Permintaan Paten, dijelaskan pemberian paten terhadap suatu invensi
dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan :

1 Aspek kebaruan invensi;

2 Langkah inventif;

3 Dapat atau tidaknya invensi diterapkan atau digunakan dalam industri;

4 Apakah invensi yang bersangkutan termasuk atau tidak termasuk dalam
kelompok yang dapat diberikan paten;

5 Apakah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor barhak
atau tidak berhak atas paten bagi invensi tersebut; dan

6 Apakah invensi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan.

Apabila invensi tersebut memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka dapat

dikatakan bahwa invensi tersebut patentable.

Sebenarnya tidak ada keterangan lebih lanjut untuk dapat menilai suatu
invensi memenuhi sebuah kriteria baru. Sebagai lazimnya dalam sistim paten,
invensi tersebut dikatakan sebagai invensi baru apabila tidak mengandung bagian
teknologi yang ada pada saat ini (State of art), baik melalui tulisan maupun lisan
pemakaian atau cara lainnya sebelum invensi ini diajukan ke kantor paten.

Kajian mengenai kebaruan suatu invensi berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan ayat
2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah berdasarkan atas
ketidaksamaan dengan paten terdahulu atau bukan merupakan bagian paten
terdahulu, yang berdasarkan pasal 1 ditentukan berdasarkan:

a. Tanggal pengajuan permohonan paten; atau

b. Tanggal penerimaan permohonan paten diajukan dengan hak prioritas.

Telah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan yang
memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut, atau telah
diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui demonstrasi

penggunaanya, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk

melaksanakan inevensi tersebut.
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Permohonan paten menggunakan hak prioritas seperti diatur dalam Paris
Convention, harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
tanggal penerimaan permohonan paten yang pertama kali diterima negara
manapun yang juga ikut dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota
Agreement Estabilishing The World Trade Organization. Permohonan tersebut
wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak
tanggal prioritas. Yang dimaksud dokumen prioritas adalah dokumen yang
pertama kali diajukan di suatu negara anggota Paris Convention atau World Trade
Organization yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas permohonan
kenegara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut,
(Simatupang, 2002 :82).

Perihal pengumuman suatu invensi, dalam pasal 4 Undang-undang Nomor
14 Tahun 2001, menjelaskan:

(1) Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan Jika dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan :

a. Invensi itu telah ditunjukkan dalam suatu pameran internasional di
Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi
atau dalam pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui
resmi;

b. Invensi itu telah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam
rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.

(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal penerimaan, ternyata ada
orang lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk
menjaga kerahasiaan invensi tersebut.

Uraian tertulis dalam bentuk dokumen, harus dianggap milik umum apabila
pada tanggal pendaftaran memungkinkan masyarakat dapat memperoleh
pengetahuan tersebut sebagai dasar pertimbangan boleh atau tidaknya untuk
melaksanakan suatu pengetahuan, dengan syarat pengetahuan milik masyarakat
tersebut harus mempunyai daya beda. Atas uraian yang disampaikan di depan
khalayak umum sebelum diajukannya permohonan paten yang bersangkutan,

maka uraian yang pertama kali akan dianggap sebagai State of art.
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Kantor paten akan memeriksa dan membandingkan invensi yang didaftarkan
dengan semua dokumen permohonan paten dan dokumen paten yang telah
terdaftar dalam rangka menentukan aspek- kebaruan invensi. Apabila dalam
pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya indikasi kesamaan
baik sebagian atau seluruhnya dengan invensi yang telah ada maka hal tersebut
dapat menggugurkan aspek kebaruan invensi.

Persyaratan baru dapat diukur melalui 2 ukuran khusus, yaitu secara
Universal atau secara lokal. Baru secara universal mengandung pengertian bahwa
invensi yang akan dimintakan paten harus benar-benar baru diseluruh dunia,
sedangkan baru secara lokal berarti terbatas pada suatu wilayah negara atau
daerah tertentu. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan dari
negara-negara yang sedang berkembang sebagai stimulant bagi terciptanya iklim
yang baik, untuk melakukan invensi yang dianggap baru bagi negara yang
bersangkutan (Gautama, 1995 :60).

Ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistim kebaruan invensi secara universal.
Karena dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

(1) Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

(2) Teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau
diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian tulisan atau melakukan
peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan; atau
b. Tanggal Prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia
yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang
pemeriksaan subtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan
tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas
Permohonan.

Indonesia menganut sistim kebaruan secara universal, dan hal ini terbukti

dengan diakuinya paten milik perusahaan asing. Sebagai bukti pada kurun waktu
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tahun 1991-1997 ada 20.210 paten yang tercatat dan 19.500 diantaranya adalah
bukan milik perusahaan Indonesia.(Kompas, 10 September 1997).

Berdasarkan uraian tersebut maka pompa sedot yang hak patennya telah
dimiliki oleh Siswandi adalah memiliki aspek kebaruan invensi, karena
sebelumnya tidak ada paten serupa yang diajukan berdasarkan tanggal pengajuan
maupun yang berdasarkan tanggal penerimaan permohonan dengan hak prioritas.
Hal ini terjadi karena pendaftar pertamalah yang diakui sebagai inventor yang

sesuai dengan prinsip pendaftaran pertama dalam mendapatkan hak paten.

3.2. Kekuatan Hak Paten Terhadap Barang Yang Telah Diproduksi Secara

Umum

Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya dalam kurun waktu tertentu
untuk melaksanakan sendiri paten miliknya dan melarang pihak lain untuk
melaksanakan paten tersebut maupun memberikan ijin pada pihak lain untuk
melaksanankan paten miliknya. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut hak
paten memberikan hak monopoli bagi pemegang paten.

Pengajuan hak paten atas sebuah invensi, haruslah dipenuhi syarat-syarat
kepemilikan hak paten baik syarat formal maupun syarat subtantif (absolut). Dari
kedua syarat tersebut, syarat subtantif mendapat penekanan untuk dipenuhi
terlebih dahulu. Karena apabila syarat subtantif tidak terpenuhi maka sebuah
invensi tidak akan memiliki kekuatan paten. Meskipun sebuah invensi telah
memperoleh hak paten, namun apabila dikemudian hari ternyata ada salah satu
dari unsur syarat substantif yang tidak terpenuhi maka hak paten tersebut dapat di
gugurkan.

Selain dipenuhinya syarat-syarat substantif, pengajuan permohonan paten
Juga harus memenuhi syarat formal yang diantaranya adalah permohonan diajukan
secara tertulis serta membayar biaya permintaan paten yang besarnya untuk paten

biasa adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk paten sederhana

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri
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Kehakiman RI Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang Tarif Pungut Biaya
Paten.

Saidin (1997: 157) mengemukakan ada 3 (tiga) hal pokok yang akan diuji,
yaitu:

a. Temuan harus memenuhi syarat untuk diberi hak paten menurut undang-
undang paten;

b. Temuan baru harus mengandung sifat kebaruan;

¢. Temuan harus mengandung unsur menemukan sesuatu yang bersifat kemajuan
dari apa yang telah diketahui.

Pemeriksaan subtantif adalah hal yang sangat vital dalam dalam menentukan
dapat atau tidaknya sebuah invensi dipatenkan, yang juga akan melahirkan nilai
ekonomis yang lebih pada invensi itu apabila memperoleh hak paten.

Permohonan pemeriksaan subtantif paten harus diajukan paling lama 36
(tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan paten, tetapi tidak menjadi
lebih awal dari berakhirnya pengumuman permintaan paten. Tidak diajukannya
permohonan pemeriksaan subtantif subtantif beserta syarat-syaratnya berakibat
permohonan paten dianggap ditarik kembali. (pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2001 jo pasal 52 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten). Besarnya biaya yang
harus dibayar dalam proses permintaan syarat substantif paten berdasarkan
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1992 tentang
Pungutan Biaya Paten adalah untuk paten biasa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) dan untuk paten sederhana sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah).

Dalam pasal 55 ayat 1 Paraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang
Tata Cara Permintaan Paten, pemeriksaan subtantif yang dilakukan oleh kantor
paten meliputi: ‘

a. Meneliti invensi yang dimintakan paten dengan invensi-invensi lainnya yang

telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan paten, dokumen paten

serta dokumen-dokumen lainnya yang telah ada sebelumnya;
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b. Mempertimbangkan pandangan atau keberatan yang diajukan masyarakat, bila
ada serta sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan atau keberatan
tersebut;

c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan
kekurangan atau kelengkapan yang diminta kantor paten untuk memberikan
tambahan penjelasan yang diperlukan.

Masukan dari masyarakat diterima oleh kantor paten setelah kantor paten
mengadakan pengumuman kepada masyarakat atas adanya permohonan paten.
Masukan dari masyarakat juga diperlukan sebagai pertimbangan layak atau
tidaknya sebuah invensi untuk mendapatkan hak paten. Masyarakat yang pada
akhirnya akan menempati posisi sebagai konsumen dari hasil invensi tersebut,
sudah sepatutnya didengar pendapat dan penilaiannya maupun keberatannya atas
sebuah invensi. Keberatan dari masyarakat digunakan sebagai dasar analisis
pemeriksaan subtantif, karena masyarakat mempunyai cara pengamatan yang khas
yang didukung dengan pengalaman masyarakat secara praktis yang kemungkinan
besar tidak diketahui oleh petugas kantor paten.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka dalam
pengartian pengumuman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 atau
pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjadi semakin
meluas. Pada awalnya asumsi bahwa pengumuman di Indonesia adalah dilakukan
secara tertulis melalui papan pengumuman maupun media cetak, namun kini
dengan perkembangan teknologi elektronik maka pengumuman juga dapat
dilakukan melalui media tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah invensi
diumumkan di kantor paten Amerika Serikat secara online, dalam beberapa detik
saja semenjak pengumuman itu seseorang yang di Jakarta dapat mengunjungi
situs kantor paten AS dan membaca paten yang diumumkan tersebut. Hal ini
berarti bahwa pengumuman di Amerika Serikat tersebut juga sebagai
pengumuman di Indonesia.

Pemeriksaan subtantif dilakukan oleh pemeriksa paten pada kantor paten

yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa paten. Pemeriksaan ini dapat pula

menggunakan fasilitas dari instansi, dan hal ini diperkenankan karena sesuai
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dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, yaitu:

(1) Untuk keperluan pemeriksaan subtantif, Direktorat Jenderal dapa
meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan
dari instansi Pemerintah terkait dan Pemeriksa Paten dari Kantor Paten
negara lain;

(2) Penggunaan bantuan ahli, fasilitas, atau Pemeriksa Paten dari Kantor
Paten negara lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 40 dan pasal 41.

Setelah dilakukan pemeriksaan subtantif dan diperoleh kesimpulan,

selanjutnya akan diputuskan mengenai diterima atau ditolaknya suatu invensi
tersebut untuk memperoleh hak paten,. Suatu barang yang telah diproduksi oleh
umum yang proses produksi barang itu dilakukan sebelum dikeluarkannya paten
atas barang tersebut, bisa mengakibatkan ditolaknya permohonan paten atas
invensi tersebut.

Konvensi Pan Amerika menentukan dasar-dasar penolakan untuk

mendapatkan perlindungan paten adalah:

1. Pengumuman di mana saja sebelum diadakan perekaan;

2. Pendaftaran, pengumuman atau pembahasan di mana saja lebih dari satu tahun
sebelum diajukan aplikasi;

3. Penggunaan umum atau atau penjualan setempat satu tahun sebelum
diajukannya aplikasi;

4. Berlawanan dengan kesusilaan (Djumhana dan Djubaedillah, 1997 :117).

Masalah kebaruan invensi merupakan masalah yang pertama dan utama

yang dikaji dalam hal pemberian paten. Permohonan paten yang diminta atas

suatu invensi yang ternyata telah diproduksi secara umum akan dapat

menghilangkan unsur kebaruan invensi.

Invensi yang dapat dipatenkan harus memenuhi unsur-unsur paten dan

pemenuhan unsur-unsur tersebut adalah bersifat mutlak. Tidak terpenuhinya salah

satu unsur tersebut maka suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan. Meskipun

suatu invensi telah dipatenkan namun apabila dikemudian hari terbukti tidak

memenuhi syarat untuk dipatenkan maka paten tersebut dapat dibatalkan.
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Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
Indonesia menganut sistim kebaruan luas (World Wide Novelty). Namun tidak ada
salahnya apabila melihat kepentingan dan kondisi negara berkembang, diatur juga
sistim kebaruan lokal atau National Novelty yang bersifat relatif. Di dalam sistim
kebaruan luas, secara garis besar sifat kebaruan invensi akan hilang apabila
invensi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia, baik secara
lisan maupun tertulis, sehingga memungkinkan seorang ahli melaksanakan
invensi tersebut. Di dalam sistim kebaruan yang bersifat relatif, sistim kebaruan
invensi akan hilang, apabila ada publikasi di negara manapun juga atau
penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan (Djumhana
dan Djubaedillah,1997 :116).

Suatu penemuan yang dapat dipatenkan antara satu negara dengan negara
lain belum tentu memiliki persepsi yang sama terhadap ketiga unsur paten yang
harus dipenuhi itu. Bisa saja terjadi penemuan yang diajukan misalnya, oleh
Inventor Inggris, yang permintaan patennya diajukan di Inggris, Jepang, Amerika
dan Indonesia, pada akhimya belum tentu keempat negara itu akan memberikan
paten. Karena tiap-tiap kantor paten memiliki kewenangan sendiri dan cara
penilaian yang mandiri pula. Misalnya Amerika menganut prinsip first to invent
principle atau prinsip penemu pertama, yang berbeda dengan kebanyakan sistim
di negara lain termasuk Indonesia yang menganut prinsip pendaftar pertama atau
first to file principle.

Perlu diperhatikan pula, penemuan baru, penyempurnaan atau perbaikan atas
penemuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru
atau cara kerja yang mengandung langkah inventif. Hal-hal tersebut akan
berhubungan dengan dengan penggolongan paten yang akan diajukan.

Di Indonesia hak paten dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Paten Biasa ‘

Suatu penemuan dikelompokkan sebagai paten biasa dikarenakan penemuan
tersebut melalui penelitian dan pengembangan (Research and Development) yang
mendalam dan memiliki jangka waktu perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun
(pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten).
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2. Paten Sederhana

Suatu penemuan dikelompokkan kedalam paten sederhana karena cirinya
yaitu invensi tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (Research and
Development) yang mendalam. Namun tetap saja dari segi bentuk, konfigurasi,
konstruksi atau komponennya dapat memperoleh paten sederhana.

Dari kasus-kasus hukum yang ada pada saat ini, pelanggaran terhadap hak
paten mayoritas terfokus pada perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan
tindakan peniruan. Termasuk dalam katagori peniruan adalah kegiatan
memproduksi, memperbanyak, meniru, menjual barang tiruan dan lain-lain yang
dilakukan terhadap barang yang telah memiliki hak paten.

Terhadap barang-barang maupun invensi yang belum memiliki hak paten,
tidak ada satupun peraturan perundangan yang melindungi barang tersebut.
Peraturan mengenai tindakan peniruan harus pula mencakup perlindungan tehadap
barang-barang yang tidak dilindungi hak paten yang beredar secara luas di
pasaran. Namun apabila hal terasebut di wujudkan maka akan menimbulkan
kesulitan dalam hal pembuktian serta dalam proses pemeriksaan di persidangan
akan menimbulkan ketidakpastian siapakah yang berhak mengajukan gugatan.

Penolakan atau gugurnya paten atas suatu invensi terutama apabila invensi
tersebut telah diproduksi secara umum, dapat dilakukan setalah diadakannya
pemeriksaan subtantif yang dilakukan oleh kantor paten

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, walaupun ada
produk pompa sejenis dengan produk milik Siswandi bukan berarti secara
otomatis invensi itu menjadi milik umum. Karena prinsip dasar dari pemberian
hak paten adalah adanya kebaruan invensi yaitu penyempurnaan teknologi dalam
segi konstruksi dan hasil kinerja produk yang memiliki daya beda dengan produk
pompa lainnya. Sebagai contoh, walaupun sepeda motor adalah barang yang
diproduksi secara umum baik dari segi konstruksi maupun desain mesinnya,
namun hanya produsen Honda yang berhak menggunakan teknologi rotari pada
transmisi/persneling motor yang dapat merubah transmisi secara manual dari

posisi gigi akhir (fop gear) menjadi posisi netral dalam kondisi sepeda motor

berhenti.
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3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menolak
Gugatan Kompensi Dari Penggugat Kompensi/Termohon Kasasi
Seluruhnya dalam Perkara No.02/PK/N/HaK1/2003.

3.3.1 Dapat atau tidaknya Hak Paten Berlaku Surut
Kantor paten akan memutuskan untuk memberi atau menolak paten atas

suatu invensi setelah semua prosedur pengajuan permohonan paten terpenuhi,

yaitu dipenuhinya syarat formal dan subtantif oleh inventor, yang kemudian
dilanjutkan dengan pemeriksaan subtantif seperti halnya yang ditentukan dalam
bab empat bagian kedua mengenai pemeriksaan subtantif yang diatur dalam pasal

48 sampai pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Apabila sebuah invensi diterima, maka kantor paten akan menerbitkan

secara resmi sertifikat paten atas invensi yang diajukan kepada orang yang berhak

atas invensi tersebut atau kuasanya (pasal 55 Undang-undang Nomor 14 Tahun

2001 tentang Paten). Paten yang telah diberikan kemudian dicatat dalam daftar

umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Direktorat Jenderal Paten berkewajiban memberikan keputusan untuk
menyetujui atau menolak permohonan paten yang dilakukan paling lama 36 (tiga
puluh enam) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan pemeriksaan
subtantif seperti yang dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, atau sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman
permohonan paten apabila permohonan pemeriksaan itu diajukan sebelum
berakhimya jangkan waktu pengumuman tersebut. Sedangkan untuk paten
sederhana keputusan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak
tanggal penerimaan (pasal 54 huruf b). Hal ini ditujukan agar diperoleh hasil
pemeriksaan yang maksimal dan objektif.

Sertifikat paten merupakan sebuah alat bukti yang menandakan berlakunya
pérlindungan atas sebuah invensi. Dapat diartikan pula sebagai pengesahan atas
pemberian paten. Jangka waktu pemberian perlindungan paten adalah berbeda,
yang didasarkan pada jenis paten yang dimintakan perlindungan. Paten biasa
diberikan jangka waktu perliridungan selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal

penerimaan permohonan paten. Paten sederhana diberikan jangka waktu
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perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diberikannya sejak tanggal
dpenerimaan paten sederhana (Pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 14
Tahun 2001 tentang Paten).

Berdasarkan pasal 58 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten,
disebutkan bahwa paten mulai berlaku pada tanggal diberikannya sertifikat paten
dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Dengan diberikannya sertifikat paten terhadap sebuah invensi, hal ini berarti
pemegang paten diberi hak untuk melakukan penuntutan terhadap kegiatan
pemakaian invensinya, penjualan, peniruan dan lain-lain yang dilakukan sejak
masuknya tanggal penerimaan permohonan paten sampai dengan terbitnya
sertifikat paten, termasuk juga apabila terjadinya pelanggaran paten itu terjadi
karena adanya kebocoran informasi yang dilakukan oleh pegawai kantor paten.
Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, yang menjelaskan:

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau
orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib
menjaga kerahasiaan invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai
dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan invensi tersebut dimaksudkan untuk
melindungi dan menjamin eksistensi kebaruan invensi serta untuk melindungi
inventor dari tindakan-tindakan kompetitornya untuk menggagalkan paten itu
dengan jalan memanfaatkan oknum kantor paten untuk membocorkan informasi
sebelum dilakukan pengumuman oleh kantor paten, sehingga kompetitor dapat
membuat invensi serupa dan mengajukan klaim bahwa invensi yang diumumkan
itu tidak memenuhi unsur kebaruan atau bahkan dapat dikatakan sebagai
pembajakan ide kreatif dari kompetitor tersebut.

Kerahasiaan atas sebuah invensi ini sangat dilindungi oleh negara, sebagai
bukti adalah dengan adanya larangan pemilikan paten oleh jajaran Direktorat
Jenderal kecuali atas dasar pewarisan. Seperti yang diatur dalam pasal 40 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten:

Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun
atau sesudah berhenti dengan alasan apa pun dari Direktorat Jenderal,
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pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk
dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan,
memperoleh Paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau
memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan
Paten itu diperoleh karena pewarisan.

3.3.2 Kajian

Dalam persidangan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, Majelis
Hakim mengeluarkan putusan Nomor 02.PK/N/HaK1/2003 tanggal 13 Mei 2003
yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT.
Kumalajaya Internusa, karena tidak memenuhi syarat atau alasan dalam
mengajukan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 67 huruf a sampai f
Undang-undang tentang Mahkamah Agung, yaitu :

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut :

a. apabila putusan didasarkan pada satu kebohongan atau tipu muslihat
pihak lawan yang setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-
bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari
yang dituntut;

d. apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya;

e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,
atas dasar yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan
yang bertentangan satu dengan yang lain;

f. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata.

Dengan penolakan permohonan Peninjauan Kembali ini berarti bahwa
Majelis Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan kasasi  Nomor
11/K/N/HaK1/2002 tanggal 30 September 2002, yang menetapkan bahwa
Siswandi adalah tetap sebagai pemegang hak paten nomor ID.0006462, yang
sebelumnya hak paten tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat.

Dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa

Judex Facti Pengadilan Niaga adalah salah dalam menerapkan hukum
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pembuktian. Mahkamah Agung menilai bahwa yang menjadi bukti hak paten
adalah sertifikat hak paten .Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Dalam ketentuan pasal 57 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten, menjelaskan bahwa bukti adanya hak atas paten yang merupakan
hak atas sebuah invensi adalah sertifikat paten. Artinya sertifikat paten sebagai
simbol berlakunya perlindungan atas sebuah invensi oleh negara sekaligus sebagai
bukti atas pemberian paten, dengan demikian pemegang paten berhak untuk
melarang atau mengijinkan pihak lain untuk menggunakan hak patennya.

Hal yang menjadi alasan pihak Penggugat yaitu PT. Kumalajaya Internusa
bahwa dia adalah inventor atas pompa sedot bahan galian untuk pertambangan
adalah berdasarkan kepemilikan sertifikat hak cipta dan hak merek yang diperoleh
sebelum pihak Tergugat I memperoleh sertifikat hak paten. Namun ketiga hak
tersebut, yaitu: hak cipta, hak merek dan hak paten adalah memiliki karakteristik
yang berbeda satu dengan lainnya. Hak cipta adalah didasarkan pada ciptaan,
yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Merek adalah tanda yang berupa gambar,
nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-
unsur tersebut yang memiliki daya beda yang digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. Sedangkan paten esensinya adalah penemuan di
bidang teknologi. Dengan demikian klaim pihak penggugat bahwa dia adalah
inventor berdasarkan hak cipta dan hak merek adalah tidak berdasar karena hak-
hak tersebut memiliki ciri dan pengaturan yang berbeda dengan hak paten.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyebutkan bahwa produk
milik Tergugat 1 (Siswandi) adalah sama dengan produk milik Penggugat (PT.
Kumalajaya Internusa) adalah menunjukkan kekurang telitian Majelis Hakim
dalam pemeriksaan barang bukti. Dalam klaim pengajuaﬁ hak paten didalamnya
dijelaskan secara menyeluruh mengenai teknologi dan spesifikasi dari sebuah
invensi, yang didalamnya termasuk sistim kerja, materi dan desainnya, atau secara
awam dikatakan dalam permohonan paten diterangkan secara mendetail baik
bagian luar maupun dalam atas sebuah invensi. Namun dalam pemeriksaan di

persidangan Pengadilan Niaga, Majelis Hakim hanya melihat persamaan secara
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kecil, namun pada prinsipnya adalah sama. Sedangkan dalam klaim paten Nomor

ID 0006462 yang diungkapkan dalam persidangan, yang merupakan inti

penemuan yang dilindungi paten tersebut adalah :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi:
suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan penggerak;
suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan
poros impeler dibuat dengan poros penggerak;
yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah sifut
dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.

2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dimana
rumah sifut atau rumah impeler memiliki dua lubang sedotan.

3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dua
lubang sedotan air adalah berfungsi untuk mengencerkan bahan galian.

4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 1, dimana poros
pompa dibuat terpadu dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan kekuatan
pompa.

5. Pompa sedot bahan galian pertambangan sesuai dengan klaim 4, diaman poros
dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut
dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dengan hanya membandingkan bentuk fisik secara luar saja dari objek paten,

maka jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah prematur karena

aspek kebaruan invensi atas pompa tersebut adalah terletak didalam pompa yang
berupa teknik perakitan, kinerja serta hasil yang dicapai dari pemakaian pompa
tersebut. Seharusnya pembuktian dilakukan beradasarkan keterangan saksi ahli
yang kredibilitasnya terjamin dan pengujian dilakukan dengan membandingkan
seluruh komponen yang dianggap sama dengan cara membongkar kedua produk
yang dianggap sama, serta membandingkan hasil kerja produk milik Penggugat
dan Tergugat.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena

dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu
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kecil, namun pada prinsipnya adalah sama. Sedangkan dalam klaim paten Nomor

ID 0006462 yang diungkapkan dalam persidangan, yang merupakan inti

penemuan yang dilindungi paten tersebut adalah :

1. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan meliputi:
suatu rangka untuk menempatkan rumah pompa dan penggerak;
suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan
poros impeler dibuat dengan poros penggerak;
yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah sifut
dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.

2. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dimana
rumah sifut atau rumah impeler memiliki dua lubang sedotan.

3. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 1, dua
lubang sedotan air adalah berfungsi untuk mengencerkan bahan galian.

4. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai klaim 1, dimana poros
pompa dibuat terpadu dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan kekuatan
pompa.

5. Pompa sedot bahan galian pertambangan sesuai dengan klaim 4, diaman poros
dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara rumah sifut
dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros rumah sifut.

Dengan hanya membandingkan bentuk fisik secara luar saja dari objek paten,

maka jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah prematur karena

aspek kebaruan invensi atas pompa tersebut adalah terletak didalam pompa yang
berupa teknik perakitan, kinerja serta hasil yang dicapai dari pemakaian pompa
tersebut. Seharusnya pembuktian dilakukan beradasarkan keterangan saksi ahli
yang kredibilitasnya terjamin dan pengujian dilakukan dengan membandingkan
seluruh komponen yang dianggap sama dengan cara membongkar kedua produk
yang dianggap sama, serta membandingkan hasil kerja produk milik Penggugat
dan Tergugat.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena

dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu
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bukti yang dapat dipakai kalau timbul perselisihan dan bukti yang disediakan tadi
berupa tulisan (Subekti, 2005 :25).

Dalam hal gugatan perdata atas hak paten, berdasarkan pasal 91 ayat 3
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa: gugatan
pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan
oleh pemegang paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar paten
lain yang sama dengan patennya dibatalkan. Berdasarkan bukti tertulis yaitu
sertifikat paten, maka subjek hukum yang berhak mengajukan tuntutan
pembatalan paten agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan oleh
Hakim adalah subjek hukum pemegang hak paten yang sudah terdaflar secara sah
pada Direktorat Paten Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang
dibuktikan dengan kepemilkan atas sertifikat paten, yang dalam mengajukan
gugatan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kuasanya. Oleh karena
Penggugat Kompensi terbukti bukan pemegang hak paten, melainkan pemegang
hak cipta dan hak merek yang memiliki karakteristik dan dasar hukum yang
berbeda dengan hak paten sehingga bukan merupakan dasar dalam mengajukan
gugatan pembatalan paten, maka tuntutan tersebut harus ditolak oleh Majelis
Hakim.

Pihak Penggugat/Tergugat Kasasi mengklaim bahwa dia adalah inventor
yang sudah memproduksi pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sejak
tahun 1986 namun tidak ada bukti tertulis sebagai bukti utama yang mendukung
pernyataan tersebut. Sedangkan pihak Tergugat I/Pemohon Kasasi dapat
membuktikan bahwa PT. Kumalajaya Internusa baru berdiri pada tanggal 20 Juli
1992 dengan akta Nomor 82 dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H. notaris di
Jakarta. Dengan demikian dalil bahwa Siswandi melakukan pembajakan atas
invensi Penggugat/ Tergugat Kasasi adalah tidak terbukti.

Berdasarkan analisis diatas maka dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah
Agung pada tingkat peninjauan kembali telah tepat dalam memberikan penilaian
yuridis dengan menguatkan putusan kasasi yang membatalkan putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian sudah tidak ada lagi upaya hukum perdata
yang dapat ditempuh oleh PT. Kumalajaya Internusa.
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan :

. Penerapan aspek kebaruan invensi di Indonesia adalah secara luas atau
universal. Sehingga invensi dianggap baru apabila pada saat tanggal
penerimaan invensi tersebut tidak sama atau identik dengan teknologi yang
telah ada sebelumnya berdasarkan data yang ada di kantor paten.. Dengan
demikian pemberian paten kepada Siswandi adalah benar, karena berdasarkan
pemeriksaan subtantif tidak ditemukan fakta yang menyebutkan bahwa
teknologi pada invensi yang didaftarkan adalah sama dengan milik orang lain;

2. Terhadap kekuatan hak paten atas barang atau invensi yang diproduksi secara
umum tidak ada peraturan yang melindungi barang tersebut. Selama belum
ada invensi sejenis yang didaftarkan maka pendaftaran sebuah invensi dapat
diberikan hak paten apabila memenuhi syarat-syarat dalam pemeriksaan
subtantif paten Indonesia menganut prinsip pendaftaran pertama, sistim ini
dianut Indonesia untuk memudahkan dalam proses pembuktian. Pemberian
paten atas invensi milik Suwandi sebagai pendaftar pertama adalah benar
berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

3. Pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya yang
menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali oleh Penggugat
Kompensi/Termohon Kasasi (PT. Kumalajaya Internusa) seluruhnya adalah
keputusan yang tepat, karena tidak adanya alasan yang kuat dalam
mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan dalam mengajukan
Peninjauan Kembali. Serta Mahkamah Agung berpendapat putusan kasasi
yang dijatuhkan adalah sudah tepat, karena hak cipta dan hak merek tidak
punya kekuatan untuk menggugat hak paten kecuali pemegang paten itu
sendiri, sebab masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini

berdasarkan pasal 91 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001tentang

Paten.
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4.2 Saran

1.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

Dalam pemeriksaan subtantif sebagai pemeriksaan akhir terhadap pemberian
paten, kantor paten cenderung untuk bersikap pasif dalam melakukan kajian
mengenai syarat-syarat paten dan hanya merujuk pada sertifikat paten yang
telah diterbitkan tanpa melakukan kajian dilapangan mengenai aspek kebaruan
dari invensi. Dengan demikian maka hendaknya pihak kantor paten dapat
bertindak lebih aktif dengan mengadakan pemeriksaan langsung dilapangan
dengan membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari orang-orang ahli yang
berkompeten dibidang pemeriksaan fisik maupun kinerja atas suatu invensi.
Dalam penilaian terhadap permohonan paten, partisipasi masyarakat dalam
melakukan penilaian sebagai bahan pertimbangan kantor paten adalah sangat
kecil disamping kekurang pedulian masyarakat mengenai pentingnya hak
paten, hal ini karena keterbatasan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi mengenai paten. Dengan demikian hendaknya kantor paten dalam
melaksanakan pengumuman paten hendaknya menggunakan sarana media
cetak dan elektronik yang berskala nasional serta mengadakan pengumuman
secara online melalui media internet. Dengan demikian secara tidak langsung
kantor paten telah melakukan penyuluhan dengan membuka wacana dalam
masyarakat tentang pentingnya penghargaan terhadap hak atas kekayaan
intelektual khususnya hak paten.

Sebaiknya dalam peraturan perundangan mengenai paten pemerintah
menerapkan sistim kebaruan invensi secara nasional, hal ini berguna untuk
melindungi industri nasional terhadap klaim dari negara maju terhadap
kepemilikan sebuah invensi karena mereka mampu melahirkan invensi yang
lebih canggih, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk
devisa. Dengan adanya invensi nasional diharapkan dapat meningkatkan
kepedulian masyarakat terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya hak
paten, serta untuk memacu semangat generasi muda Indonesia untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dapat melahirkan invensi

berkualitas yang dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.
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LANMPIRAN 1

| MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN , -
No. 011 K/N/HaK1/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikyt
dalam perkara HaKl (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dari :

1. SISWANDI, beralamat di Kampung Poglar Rt.001 Rw.004 Kelurahan Kapuk,
Kecamatan Cergkareng, Jakara Barat, sebagai Pemohon Kasasi | dahulu
Tergugat |I;

2.  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq, DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN
HAM Rl cq. DIREKTORAT JENDERAL, HAKI cq. DIREKTORAT PATEN,

~ beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya : Parlagutan Lubis, SH dkk, para karyawan pada Direktorat
Jenderal HaKl cq. Direktorat paten beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24
Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2002 sebagai
Pemohon Kasasi Il dahulu Tergugat Ii; :

melawan

PT. KUMALAJAYA INTERNUSA, suatu perseroan menurut Undang-undang

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kemukus 32 Blok B-6

Pinangsia, Jakarta Barat memberi kuasa kepada R. Dewi Kania Sundari, SH,

: Ludiyanto, SH.MM, Dwi Nugrohandhini, SH. para Pengacara - Advokat yang

h berkantor di Primus Inter Pares Law Firm, beralamat di Kartika Chandra
Building 2 Jalan Gatot Subroto No.18-20 Jakarta Selatan, berdasarkan surat

. kuasa khusus tanggal 27 Mei 2002:
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan 5

Menimbang, bahwa dari surat-surat ters;but ternyata bahwa sekarang Termohon
kasasi sebagai Penggugat, telah mengajukan Permohonan Provisi dimuka persidangan
-Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-
dalil ; : y U '

1. '~ 'Bahwa pada tanggal 28 Februari 2002 Penggugat telsh mengajukan Gugatan
-~ Pembatalan Paten terhadap Paten dengan No. ID 0006462 atas nama Tergugat I. A

2."",Bahwa pada’tanggal 8 Februari 2002 Tergugat Il secara melawan hukum telah

~. melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang-barang dan peralatan

.7+ produksi milik Penggugat berada di Graha Baja Oskarindo yang terletak di Jabeka

=« Blok OO0 No.3 A Cikarang, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8
o ‘ngruari 2002. (bukti -1); -
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3.

10.

1.

Bahwa terhadap penyitaan dan penyegelan tersebut, Penggugat telah mengajukan .
keberatan terhadap Tergugat Il dengan mengirimkan surat No.10/B/FIP/i1/2002
tertanggal 11 Februari 2002 (bukti -2);

Bahwa terhadap surat tersebut dalam point 3 diatas, sampai saat ini belum ada
tanggapan dan tindak lanjut dari Tergugat I, *

Bahwa mohon dijadikan pertimbangan Bapak bahwa penyitaan dan penyegelan
tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjalankan
usahanya yang menjadi tempat tumpuan hidup ratusan karyawvan Penggugat ;

Bahwa terhadap penyitagn dan penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat i tanpa
'rewenangan dan tidak sesuai-dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, karena
penyitaan dan penyegelan tersebut dilakukan tanpa seizin Ketua Pengadilan Negeri
setempat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1} Undang-undang
No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

‘Bahwa yang disengketakan adalah paten atas pompa pasir, tetapi ternyata Tergugat

Il melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap seluruh asset produksi yang

tidak bertentangan dengan produksi pompa pasir. h

Bahwa berdasarkan point 2 sampai dengan 7 Penggugat mohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam putusan sela : '

a. . Menyatakan penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh Tergugat H tidak .
sah menurut hukum. - ‘ _ o

b.  Memerintahkan Tergugat Il untuk mengangkat sita dan segel yang dilakukan
Tergugat |l pada tanggal 8 Februari 2002 terhadap asset produksi milik
Penggugat yang berada di Graha Baja Oskarindo yang terletak di Jababeka
‘Blok OO No.3 A Cikarang. '

Bahwa Penggugat berharap dengan adanya Gugatan Pembatalan Paten, akan
menghentikan tindakan Tergugat Il melakukan penyitaan dan penyegelan untuk
menghargai proses persidangan yang sedang berlangsung.

Bahwa ternyata padatanggal 14 Maret 2002 Tergugat Il melakukan penyitaan dan
penyegelan kembali terhadap barang-barang milik Penggugat berupa pasir yang
dititikan di PD. Aneka Makmur yang terletak di JI. Terminal Bus N0.43 A (bukti -3),
Bangka. Penyitaan dan penyegelan tersebut kembali dilakukan Tergugat Il dengan
melawan hukum, karena dilakukan tanpa ada persetujuan dari Ketua Pengadilan
negeri setempat. ‘ £

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Polwil Babel sesuai dengan dengan
Surat Perintah Penyitaan No.Pol: SP.Sitta/04/X1/2001/Serse tanggal 5 Nopember
2001 (bukti P-4) telah melakukan penyitaan atas barang-barang milik klien kami
berupa pompa pasiryang berada diagen pemasarannya di Bangka yaitu Sdr. Djoni

(PD. Aneka Murni) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit pada tanggal 5 Nopember

2001, barang sitaan tersebut selanjutnya dititipkan keada Sdr. Jono Suharli tetapi
barapg sitaan ini kemudian disita kembali oleh PPNS Direktorat Paten dari Sdr.

... .Joni $u§arl_i_(sébagaimana disebut daldm point 10).. " .«
12

Bahwa penyitaan dan penyegelan kedﬁa,yang dilakukan Tergh'g'at I 'niembuktikan

- bahwa Tergugat [l tidak menghormati proses persidangan yang sedang berlang-
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Bahwa untuk menghindari terjadinya penyitaan dan penyegelan kembali oleh

Tergugat Il maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat memutuskan dalam putusan sela : ' :

a8. Memerintahkan Tergugat | maupun Tergugat Il untuk tidak melakukan
tindakan penyitaan dan penyegelan terhadap barang-barang dan asset
produksi milik Penggugat dan atau tindakan-tindakan lain yang dapat
merugikan Penggugat ;

b. . Memerintahkan Tergugat Il untuk mengangkat sita dan segel yang dilakukan
Tergugat Il pada tanggal 14 Maret 2002 terhadap barang-barang dan assel
produksi milik Penggugat yang dititipkan di PD. Aneka Makmuryang terletak
di JI. Terminal Bus No.43 A, Bangka.

Berdasarkan hal-hal diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat memutuskan dalam putusan sela hal-hal sebagai herikut :

Dalam Provisi :

1.
2

‘Menerima pernmiohonan Provigi Penggugat. : )
" Menyatakan penyitaan dan penyegelan terhadap barang-barang dan asset produksi

milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I pada tanggal & Februari 2002 dan’12
Maret 2002 tidak sah menurut hukum,

Memerintahkan Tergugat Il untuk mengangkat sita dan segel ternadap barang-
barang dan asset produksi milik Penggugat yang berada di Graha Baja Oskarindo
yang terletak di Jababeka Blok OO0 No.3A Cikarang dan PD. Aneka Makmur yang
terletak di JI. Terminal Bus No.43 A. Bangka.

Memerintahkan Tergugat | dan Tergugia: [l agar tidak melakukan penyitaan dan

Penyegelan terhadap barang-barang milik Penggugat dan atau tindakan-tindakgn
lzin yang merugikan Penggugat selama belum ada putusan yang berkekuatun

" hukum tetap;

bahwa terhadap permohonan provisi tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
ri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 23 April 2002

No.7/MEREK/2002 : PN. NIAGA/JKT.PST. yang amearnya berbunyi sebagai berikut :

1.
2,

+ Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Menangguhk_an biaya perkara sampai putusan akhir;

Selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan gugatan yan} pada

pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat adala?:j_n&enldr pertama atas pompa sedot bahan galian untuk
pertambangan sejak tahun 1983 dengan investasj pembuatan pompa sedot bahan
galian yang terus menerus.

masyarakat.-hal inj dibuktikan deng';an adanya pembelian oleh masyarakat sekitar
Kalimantan, dan sampai sekarang pompa sedot bahan galian tersebut oleh
Penggugat keseluruh wilayah Indonesia. '
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3.

(9]

[{o]

10.

Bahwa terhadap bentuk desain baru pompa yang ditemukan oleh Penggugat
tersebut mulai ditiru oleh bengkel-bengkel lain yang berada di sekitar Kalimantan
dan wilayah Indonesia lainnya sehingga Penggugat merasa perlu untuk meminta
perlindungan kepada Negara agar invensinya ini dilindungi sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku. :

Bahwa untuk melindungi haknya tersebut diatas maka Penggugat pada tanggal
26 September 1994 mengajukan permohonan kepada cq. Direktorat Hak Cipta
agar desain pompa sedot bahan galian yang diinvensikan oleh Penggugat
dimasukkan dalam Daftar Usnum Hasil Ciptaan dengan tanda terima Permohonan
Pendaftaran ciptaan pada tanggal 3 Oktober 1994. ' ;

Bahwa pada tanggal 9 Juni 1995 terhadap permohortan Penggugat diatas
dikabulkan oleh Direktorat Hak Cipta dengan terdaftarnya desain pompa Penggugat
dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dengan No. Reg : 015304. - :

Bahwa dengan telah terdaftarnya sebuah konstruksi Penggugat pada Direktorat
Hak Cipta pada tahun 1995 sebagaimana Undang-undang No.6 tahun 1982 jo.
Undang-undang No.7 tahun 1987 jo. Undang-undang No.12 tahun 1997 tentang
Hak Cipta, maka Penggugat secarg hukum berdasarkan gambar desain pompa
tcrsebut baik konstruksi maupun bentuk perwujudannya barang pompa ke rangka
pompa maupun mesin pompanya telah dilindungi oleh negara. ' |

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat telah melakukan investasi
yang tidak sedikit dengan rnerekrut beberapa puluh tenaga kerja untuk meng-
ekspresikan bentuk perwujudan pompayang telah dilindungi oleh Undang-undang
No.6 tahun 1982 jo. Undang-undang No.7 tahun 1987 jo. Undang-undang No.12
tahun 1997 tentang Hak Cipta. . :

Bahwa untuk membedakan hasil-hasil barang pompa tersebut, Penggugat telah
mendaftarkan merek dagang ESKADE yang terdaftar pada Direktorat Merek
dibawah No.Reg.: 351454 tanggal 15 Januari 1996 untuk melindungi barang-barang
antara lain : "Pompa Air, pompa baru, pompa air yang digerakkan dengan mesin®.
Dan terhadap permohonan pendaftaran merek ini dikabulkan oleh Direktorat Merek
dengan dikeluarkannya Sertifikat Merek tertanggal13 Desember 1996 dengan
No.Reg. : 351454, £

Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika membaca Pengumuman Peringatan Paten
Tergugat| di barian "REPUBLIKA" tanggal 4 Oktober 2001 ternyata pompa dengan
desain yang sama dengan ciptaan Penggugat telah dipatenkan oleh Tergugat No.
ID 0006462 tanggal 6 September 2001. ‘

Bahwa terhadap pemberian paten kepada Tergugat 1, Penggugat keberatan da
menyatakan tidak sah, adapun dasar pendapat tersebut adalah @

a. Bahwa pemberian Hak Paten kepsda Tergugat | tidak mernenuhi ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.14 tahun 2001 yang berbunyi “suatu
: Invensi yang mengandung langkah inventif/jika invensi tersebut bagi
seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang tehnik merupakan
hal yang tidak dapat diduga sebelumnya®. Padahal ini diajukan dengan alasan
bahwa ternyata pompa sedot bahan galian dengan tehnologi yang sama"

dengan Tergugat telah dikenal oleh masyarakat, sejak Penggugat menciptakan
desain dengan teknologi baru pompa sedot bahan galian pada tahun 1986.
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Bahwa Hak Paten pompa sedot bahan galian tersebut telah diungkap
sebelumnya yaitu telah terungkap dalam Daftar Umum Hasil Ciptaan dalam
dokumen Direktorat Hak Cipta dengan No. Reg : 015304, hal ini membuktikan
bahwa pemberian Hak Paten kepada Tergugat | tidak memenuhi syarat dalam
pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.

Bahwa Penggungat sebagai investor telan nienerangkan invensi berupa
tehnologi pembuatan pompa sedot bahan galian sejak tahun 1986 dan
sekaligus telah memproduksi pompa sedot bahan galian dengan invensi
tersebut, oleh karena Penggugat adalah inventor pertama yang memakai
teknologi pompa sedot bahan galian terlebih dahulu dalam dalam
produksinya, maka Penggugat adalah yang paling berhak atas Paten pompa’
sedot bahan galian tersebut. -

Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Penggugat, maka Penggugat belum-
mendaftarkan hak Paten, atas invensinya tersebut kepada Tergugat I, tetapi
Tergugat Il telah mengakui invensi pompa sedot bahan galian Penggugat
tersebut dengan bukti pemberian Sertifikat Hak Cipta dengan Agenda Nomor
1015304 tanggal 9 Juni dan Sertifikat Hak Atas Merek tanggal 13 Desember
1996 dengan Nomor Registrasi 351454,

Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Cipta dan Sertifikat Hak Merek pompa
Sedot bahan galian atas nama Penggugat, membuktikan bahwa secara
tersirat bahwa Tergugat |l telah mengakui invensi pompa sedot bahan galian

“Penggugat tersebut dengan bukti pemberian Sertifikat Hak Cipta dengan

Agenda Nomor 015304 tanggal 8 Juni dan Sertifikat Hak Atas Merek tanggal
13 Desember 1996 dengan Nomor Registrasi 351454,

Bahwa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Cipta dan Sertifikat Hak Merek pompa
sedot bahan galian atas nama Penggugat, membuktian secara tersirat bahwa
Tergugat Il sudah mengakui bahwa yang seharisnya mendapatkan Hak Paten
atas pompa sedot bahan calian tersebut adalah Penggugat, oleh karena itu
sangat beralasan apabila Penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim untuk
membatalkan Paten atas nama Tergugat | dengan Nomor |D.6006462 tanggal -
6 September 2001. '

- MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM

g.

Bahwa Tergugat Il tidak teliti dan tidak hati-hati dalam metakukan pemerikséan :
Substantif, adapun dasar pendapat ini antara lain :

- Tergugat Il hanya menggunakan satu dokumen pembanding tetapi tidak
melihat dalam Daftar Umum bahwa hasil ciptaan Penggugat telah
terdaftar pada Direktorat Hak Cipta atas pompa sedot bzhan galian.

- Seharusnya Tergugat Il menyarankan kepada Tergugat | agar mengganti
desain, - bentuk, konfigurasi, maupun konstruksi pompa sedot bahan
galian Tergugat | dikarenakan terhadap desain pompa sedot bahan galian
tersebut telah diberikan sertifikat Hak Cipta kepada Penggugat.

"...Bahwa Paten yang dimohonkan Tergugat | dilakukan dengan cara membajak

yang ingin menghalalkan. segala macam cafa yang tidak mempunyai
kebaharuan tanpa memikirkan kerugian pihak lain.

VARIA PERADILAN No. 236 - 63



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

 PUTUSAN BADAN PERADILAN

i. © Bahwa dapat dipastikan bahwa Tergugat| mendaftarkan paten pompa sedot
bahan galian untuk pertambangan hanya akan menimbulkan kerugian pihak
lain, karena Tergugat | adalah pihak yang tidak mempunyai latar belakang
seorang teknik. ; ; ' :

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pencipta pompa pertama kali di Indonesia,
maka sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 1 (a),-pasal 2, pasal 6 dan pasal 7
Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, sudah sepatutnya diberikan
kepada Penggugat dan bukan kepada Tergugat I; »

12. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang °
paten khususnya pasal 91 ayat 1 (a) tersebut, Paten Tergugat | No. ID 0006457
layak bata! dari Daftar Umum Direktorat Paten (Tergugat ll) dan Penggugat sebagai
pencipta dan pendaftar pertama dilndonesia mempunyai kepentingan untuk
menuntut agar péndaﬂaran paten No.ID 0006462 atas nama Tergugat | dibatalkan
karena akibat hukum pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 serta pasal 91 ayat 1 (a) Undang-
undang No.14 tahun 2001, , ‘ s

13. Bahwa Tergugat Il diikutsertakan dalam perkara-ini adalah untuk mentaati
keputusan Pengadilan Niaga yaitu untuk membatalkan paten No. ID 0006462 atas

: nama Tergugat I. _

Maka, berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon

. dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan untuk

memutuskan : ¢

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; .

2.  Menyatakan baghwa Penggugat adalah inventor pertama dan sebagai pemakai
paten terdahulu atas produksi pompa sedot bahan galian dengan Sertifikat Hak

Cipta tanggal 9 Juni 1995 dengan dibawah Nomor pendaftaran 015304dan Sertifikat
Hak Merek tertanggal 13 Desember 1998 dengan Nomor pendaftar_an SOTRDH S5

3. Menyatakan bahwa paten No.ID.0006462 batal akibat hukum karena tidak

- mempunyai nilai kebaharuan sebab bentuk, konfigurasi dan konstruksinya sama

dengan desain pompa ciptaan Penggugat sehingga bertentangan dengan pasal

; 2, pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang Paten.

Memerintahkan Tergugat | atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat |
untuk memproduksi pompa sedot bahan galian, agar menghentikan produksi
pompa sedot bahan galian dan peredarannya. ' _ '

5. Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mentaati putusan ini dengan
membatalkan paten No. ID 0006462 atas nama Tergugat | dalam Daftar Umum
Direktorat Paten dengan segala akibat hukumnya,

6. Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il membayar biaya perkara secara tanggung
renteng. : z : 7 I

Subsidair; : - o TR Bt e
: ) LA

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapa_t lain, mohon pu;tusan yang seadil-
adilnya (Ex Aequo Et Bono): ' ol e ; o

LTS

)
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Menimﬁang, banwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat | dan Il telah

mengajukan jawaban tertanggal 19 Maret 2002, yang masing-masing pada pokoknya
sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT | :
Gugatan Penggugat obscuur libel (Kabur)

A

Bahwa gugatan Penggugat pada perihalnya disebutkan, Gugatan Pembatalan
Paten, akan tetapi pada positanya butir 4 dan 5 dan 6, mendalilkan dirinya sebagai
pencipta yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta No.6 tahun 1982 jo Undang-
undang No.12 tahun 1897 dan butir 8, menyebutkan dirinya sebagai pemegang
merek ESKADE No.351454, yang dilindungi dengan Undang-undang Merek.

Bahwa menyangkut gugatan pembatalan paten harus tunduk pada UU No.14 tahun
2001 jo UU, 13 tahun 1997 jo UU No.6 tahun 1989 yang memiliki kekhususan (lex
spesialis) dan tidak dapat digabung- gabungkan ;

Bahwa gugatan Penggugat yang menggabung-gabungkan ketiga Undang undang
yang masing-masing memiliki kekhususan maka menjad:Pan gugatan penggugat

‘-menjadi obscuur {(Kabur).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscuur Li be.) maka sangatlah
patut dan adil untuk dmyatakan tidak dapat. diterima. ‘

DALAM REKONPENSI

5

Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi.

Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi-adalah penemu (inventor) yang
beritikad baik atas penemuan “Pompa Sedot bahan Galian'untuk pertambangan®
yang terdaftar dengan No. ID 0006462 pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal
Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R,

Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat 1 jo pasal 118 Undang-undang No.14 tahun
2001perubahan atas Undang-undang No.6 tahun 1989 tentang Paten, hanya
Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi yang mempunyai hak eksklusif untuk
melaksanakan dan melarang pihak lain serta berhak mengajukan gugatan ganti
rugi terhadap dengan siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
perbuatan penggunaan Invenm (penemuan) milik penggugat Rek onpensrﬁerqugat
| Konpensi. -

-

Bahwa dalam perkara a quo, tergugat Rekoripensi/Penggugat Konpensi telah
membuat, r‘nenggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual hasil.
invensi (temuan) milikPenggugat/Tergugat | Konpensi berupa POMPA SEDOT
BAHAN GALIAN UNTUK PERTAMBANGAN yang telah diberi paten dengan No.

ID 0006462 oleh turut Tergugat Rekonpensﬂ'ergugat Il Konpensi (Vide Bukti PR/
TK-I). .

- Bahwa perbuatan Terguga* Rexonens:/F’enggugat Konpensi yang telah membuat

menggunakan dan menjual dan/atau mehyediakan untuk dijual hasil invensi
(temuan) milik Penggugat/Tergugat | Konpensi dengan mengeruk keuntungan dari
konsumen merupakan kerugian bagi Penggugat/Tergugat | Konpensn Keuntungan

-

¥
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yang didapat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi denganécara membuat,
menggunakan dan menjual dan/atau menyediakan untuk dijual diperkirakan
mencapai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). A
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensijuga harus mengalami kerugian
" akibat dari turunnya omzet penjuatan produk berkisar Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah). - '
7. Bahwa selain kerugian materiil pada butir 5 dan butir 6 diatas, penggugat
Rekonpensi/Tergugat | Konpensi juga mengalami kerugian immateril yakni
tercemarnyanama baik penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi selaku inventor
(penemu) atas invensi (penemuan) Pompa Sedot Bahan Galian Untuk
Pertambangan yang telah diberi paten dengan No. ID 0006462 oleh turut Tergugat
Rekonpensi/Tergugat |l Konpensi, yang dapat ditaksir sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah). Rolh
8. Bahwa apapun kerugian yang dialami oleh penggugat Rekonpensi/Tergugat |
Konpensi akibat tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
baik secara materil maupun immateril dapat dirinci sebagai berikut :
- Kerugian materil yakni keuntungan yang didapat Tergugat Rekonpensi/
Penggugat Konpensi dengan cara niembuat, menggunakan dan menjua. dan/
atau menyediakan untuk dijual diperkirakan mencapai Rp.1.000.000.000,-

- Kerugian materil yakni kérugian akibat dari turunnya omzet penjualan produk
Penggugat rekonpensi/tergugat | Konpensi berkisar Rp.1.000.000.000,-

- Kerugian immateril yakni tercemarnya nama baik penggugat Rekonpensi/
Tergugat | Konpensi selaku inventor (Penemu) atas invensi (penemuan)
Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang telah_diberi paten
dengan No. ID 0006462 oleh Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Il Konpensi
yang dapat ditaksir sebesar _'Rp. 500.000.000,- :

Total kerugian ' Rp.2.500.000.000,-
(dua milyar lima ratus juta rupiah) : ,

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, den.gan kerendahan hati Pengguga
Rekonpensi/Tergugat | Konpensi kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenar
memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPS! :
Menerima Eksepsi Tergugat .
DALAM REKONPENSI :
1.  Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yan
- dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi, yang dapat dirin¢

~ sebagai berikut : ' .
" -. : Kerugian materil yakni keuntungan yang didapat Tergugat Rekonpens
Penggugat Konpensi dengan cara membuat; menggunakan dan menjual da
- " atau menyediakan untuk dijual diperkirakan mencapai Rp.1.000.000.000,-
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- Kerugian materil yakni kerugian akibat dari turunnya omzet penjualan produk
Penggugat rekonpensi/tergugat | Konpensi berkisar Rp.1.000.000.000,-

- Kerugian immateril yakni lercemarnya nama baik penggugat Rekonpensi/
Tergugat | Konpensi selaku inventor (Penemu) atas invensi-(penemuan)
Pompa Sedot Bahan Galian Untuk Pertambangan yang telah diberi paten
dengan No. ID 0006462 oleh Turut Tergugat Rekonpensi/Tergugat Il Konpensi,
yang dapat ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,-

. Total kerugian * - Rp.2.500.000.000,-

(dua milyar lima ratus juta rupiah) ' s :

3. . Menghukum Tergugat‘Re_konpensi/Penggugat Konpensi untuk menghentikan
membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual-barang-
barang yang merupakan hasil pelanggaran paten milik Penggugat Rekonpensi/
Tergugat | Konpensi.

DALAM REKONPENSI DAN DALAM KONPENSI :* :

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/F‘enggug'at Konpensi untuk membayar biaya
perkara. i

Atau : :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seddil-adiinya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT Il ;

l. Dalam Eksepsi .
l. - Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel).

Bahwa materi yang menjadi pokok perkara dalam sengketa sekarang ini
adalah gugatar) Pembatalan Paten terdaftar Nomor'ID 0006462 tanggal 6
September 2001 atas nama Siswandi, akan tetapi Penggugat mendasarkan,
gugatannya pada masalah Hak Cipta dan Merek yang diatur dalam Undang-
undang yang berbeda, sehingga gugatan yang mencampuradukkan beberana
peraturan Perundang-undangan yang berbeda untuk satu masalah adalah
gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan yang
demikian harus ditolak. '

Bahwa selanjutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
mengambil putusan tanggal 8 Mei 2002 No.07/MEREK/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ~ :

DALAM PROVISI : 3

- Menguatkan Putusan Provisi tanggal 23 April 2002 tersebut;

DALAM EKSEPSI ;" .

- Menolak Eksepsi Tergugat | dan || tersebut;

DALAM POKOK PERKARA: i _ |
% ‘Me';]gab'ulkan gugatan Penggugat untuk sebégian;. P
2. Menyatakan batal paten Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi; -

A |1
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3. Memerintahkan Tergugat lluntuk mentaafl putusan ini dengan membatalkan paten
Nomor ID 0006462 atas nama Siswandi (Tergugat ) dalam Daftar Umum Direktorat
Paten dengan segala akibat hukumnya;

Menolak gugatan Penggugat untuk-selebihnya;

Menghukum Tergugat | untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000 000.-
(lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Nzaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
diucapkan dengan hadirnya Pemochon dan Termohon pada tanggal 8 Mei 2002, kemudian
terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, 1i diajukan permohonan
kaszsi dari Pemohon kasasi | secara lisan pada tanggal 22 Mei 2002 dan dari Pemohon
Kasasi Il tanggal 20 Mei 2002, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.
07/HKI-MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga
‘pada Pengadilan Nageri Jakarta Pusat. Permohonan mana kemudian disusul oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari Pemohon Kasasi | tanggal 22 Mei
2002 dan dari Pemohon Kasasi |l tanggal 27 Mei 2002.

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada ta"nggal 22
Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan
salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negen Jakarta Pusat tanggal
29 Mei 2002 dan tanggal 3 Juni 2002. ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan scksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maxka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi |
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi | :

A. Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
(Vide : pasal 30 huruf b Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamath
Agung Rl).

1. Bahwa judex factie Pengadilan. Negen{Nxaga Jakarta Pusat telah salal
menerapkan hukum atau melanggar hukum yaitu judex facti tidak melak
sznakan ketentuan pasal 27 Rv dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo
dimana jika diperhatikan secara cermat pertimbangan hukum judex factie
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam mengadili perkara a quo, bail
dalam putusan provisi maupun dalam menjatuhkan putusan akhir, ternyat:
terdapat kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum acara perdata yanc¢
berlaky, dimana jika dsperhattkanjalannya proses pemeriksaan dalam perkar:
ini. Jelis terungkap fakta hukum, bahwa Termohcn Kasasi/Penggugat asa
‘telah menambah materi gugatan dengan mengajukan tuntutan provisi pad:
tanggal 26 Maret 2002 padahal acara sidang pada waktu itu adalah Replil
Penggugat, dan dalam putusan provisi majelis hakim teleh menolak tuntutar
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'provisi dalam perkara aquo, sehingga dengan,ditolaknya tuntutan provisi
tersebut seharusnya dalam putusan akhir-Majelis Hakim tidak memberikan
‘Suatu putusan yang bertentangan, maka dari fakta tentang adanysa penam-
bahan materi gugatan dalam perkara ini, seharusaya dalam putusan akhir
judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat juga menolak gugatan
Penggugat seluruhnya atay setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
karena tuntutan Provisi yag dimajukan oleh Penggugat asal/Termohon Kasasi
jelas telah mengubah atay menambah dasar tuntutan "onderwerp van den
eis" maka penambahan gugatan tersebut tidak dibolehkan menurut pasal 27
Rv, sehingga Putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga/Jakarta Pusat
tanggal 8 Mej 2002 Nomor: O?/MEREK/ZOOL’/PN.NIAGA/JKT.PST telah salah

2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal membaca/meneliti isi
putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor:
07/MEREK/2002/PN.NIAGAJJKT.PST, khususnya tentang duduknya perkara
dimana Sépanjang mengenai dali| gugatan Termohon Kasasi,’Pengguga't Asal,
tidak terungkap dengan jelas, maka dengan berpedoman padajurisprudensi
Mahkamah Agung RI, Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang
pada pokoknya menyatakan : "Syarat n:olak untuk menuntut seseorang
didepan Pengaditan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua fihak"
sehinpga dengan memperhatikan dalil gugatan Termohon Kasasi;'Penggugat
asal dalam perkara aquao, perselisihan hukum antara kedua belah fihak tidak
jelas dan kabur, karena sebelum terjadinya perkara aquo antara kedua belah
pihak tidak pernah mengadakan perhubungan hukum, oleh sebab mana
PuUtusan Pengadilan Pergadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak patut untuk
dipertahankan lagi dan Sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat
kasasi; . i

member| pertimbangan dalam provisi yaitu sebagai berikut : “Menimbang,
bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini sedang berjalan dan telah sampai
Pada tingkat replik, Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi dan
terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil putusan
- pada tanggal 23 April 2002 yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi
tersebut, dan ternyata sampai pada putusan akhir ini putusan provisi tersebut
cukup beralasan hukum untuk dikuatkan®, dalam hal ini jika diperhatikan
Secara cermat putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jskarta Pusat,
tidak terlihat/tidak terungkap adanya tuntutan provisi dalam posita gugatan
penggugat, dimana gugatan provisi yang dimaksukkan oleh Termohon
Kasasf/F‘enggugat Asal bersamaan dengan Replik. Termohon Kasasi/
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4.

Termohon Kesasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo ménjadi rancu dan
tidak jelas/kabur sehingga judex facti dalam proses pemeriksaan perkaraini,

- telah salah menerapkan hukum acara, oleh sebab mana putusan judex factie

Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tidak patut untuk dipertahankan lagi.
dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;

Bahwa setelah membaca dan meneliti isi permohonan provisi yang
dimajukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal bersamaan dengan pengajuan
replik tanggal 26 Maret 2002, secara jujur jelas terungkap bahwa penyebab
terjadinya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo -
adalah disebabkan oleh karena adariya laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat |
Asal Kepadz Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il Asal tertanggal 16 Januari 2002
No : PPINS.LK/01/P/HKI/02 teritang adanya perkara tindak pidana dibidang
Paten atas suatu produk pompa sedot bahan galian untuk pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf a jo. Pasal 130 Undang-
undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, yang diduga dilakukan oleh : 1. PT.
Graha Baja Oskarindo (GBO) beralamat di kawasan Industri Cikarang Blok
OO0 No.3 Cikarang Baryu, Bekasi. Dan atas laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat
Il Asal tersebut maka Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il Asal melalui Penyidik
Penawai Negeri Sipil (PPN) dibawah naungan Pemohon Kasasi Il/Tergugat |l
Asal telah melakukan penyidikan atas laporan Pemohon Kasasi I/Tergugat |
Asal tersebut, dan PPNS HKI telah melakukan penyitaan barang bukti serta
menyegel gudang/pabrik yang memproduksi mesin poma sedot bahan galian
untuk pertambahan dari PT. Graha Baja Oskarindo penyitaan telah mendapat
izin dari Pengadilan Negeri Bekasi, bukan disita dari PT. Kumalajaya Internusa
(ic. Termohon Kasasi/Penggugat Asal). Selanjutnya dengan adanya fakta
sebagaimana tersebut diatas, jelas telah diakui kebenarannya oleh Termphon
Kasasi/Penggugat Asal sebagaimana.yang dituangkan dalam permohonan

_ provisi tertanggal 26 Maret 2002 yang dibuat secara terpisah dengan replik

Termohon Kasasi/Penggugat Asal dan diserahkan secara bersamaan pada
persidangan tanggal 26 Maret 2002, pengajuan tuntutan provisi oleh
Termohon Kasasi/Penggugat Asal atas tindakan PPNS HKI dalam melakukan
penyitaan dalam tindak pidana paten yang dilaporkan Pemohon Kasasi I/
Tergugat | Asal sangat mengherankan, karena tindakan PPNS HK! vyang
berada dalam naungan Pemohon Kasasi IifTergugat Il Asal dalam hal
mefakukan penyidikan dan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara
tindak pidana Paten adatah terhadap PT. Graha Baja Oskarindo bukan
terhadap Termohon Kasasi/Penggugat Asal (ic. PT. Kumalajaya Internusa),
dan sepanjang proses perkara a quo berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat, tidak pernah terungkap hubungan hukum antara Termohon Kasasi/
Penggugat Asal dengan PT. Graha Baja Oskarindo selaku tersangka tindak
pidana paten yang telah disidik dan telah dilakykan penyitaan barang bukti
oleh PPNS HKI, dimana tindakan PPNS HKI tersebut telah dibenarkan judex
facti dengan ditol.aknya tuntutan provisi Termohon Kasasi/Penggugat Asal
dalam putusan provisi tanggal 23. Afpril 2002 dalam hal ini alangkah
bijaksananya judex facti seyogyanya menunda pemeriksaan perkara ini
(tootnadeer) sampai adanya putusan dalam perkara tindak pidana. Paten

70 - VARIA PERADILAN No. 236



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

6.

yang saatini:sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual {ic. Pemohon Kasasil/Tergugat 1 Asal),
oleh sebabmana putusan judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
dalam perkara ini, tidak patutuntuk dipertahankan lagi dan sangat beralasan
hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi:

Bahwa dari fakta hukum tersebut pada point 4 tersebut diatas, dapat disimpul-
kan bahwa penyebab timbulnya perkara a quo adalah dilatar belakangi
adanya penyidikan/pényitaan/penyegelan gudang/pabrik dalam tindak pidana
paten yang diduga dilakukan oleh PT. Grahabaja Oskarindo atas laporan
Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal selaky pemegang hak paten No. ID 0006462
kepada Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il Asal oleh karena ity dalam kasus ini
yang berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
adalah PT. Grahebaja Orkarindo bukanlah PT. Kumalajaya‘lmemusa
(Termohon Kasasi/Penggugat Asal) karena antara Termohon Kasasi/
Penggugat Asal (in casu PT, Kumalajaya Internusa) dengan Pemohon Kasasi
I/Tergugat | Asal dan Pemohon Kasasi ll/Terqugat Il Asal tidak pernah terjadi
perselisihan hukum, oleh sebabmana gugatan Penggugat asal/Termohon
kasasi menjadi tidak jelas/kabur, maka dalam kasus ini judex facti Pengadiian:
Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam memper-
timbangkan dan mengadili perkara aquo, maka dengan berpedoman pada
jurisprundesi Mahkamah Agung Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember
1958 yang pada pokoknya adalah Menyatakan : "syarat mutlak untuk
menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum
antara kedua pihak, maka putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
yang dimohonkan kasasi tidak patut untuk dipertahankan dan sangat
beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;

_Bahwa judex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat telah salah
menerapkan hukum atau melanggar hukum yaitu judex facti tidak melaksaha-
kan pasal 132 b H.LR, dimana jika diperhatikan secara cermatisi pertimbangan
hukum putusan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada hahaman 23 /d
halaman 26 dan bunyi amar putusan pada hzlaman 27 ternyata vang
dipertimbangkan dan diputus oleh judex factie hanya mengenai Provisi,
Eksepsi dan Pokok Perkare, tanpa mempertimbangkan dan memberi putusan
tentang Gugatan Rekonpensi yang dirnajukan oleh Tergugat | d.k/Penggugat

- d.r/Pemohon Kasasi |, olzh Karena itu putusan Judex facti Pengadilan Negeri/
Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2002 Nomor : 07/MEREK/2002/PN.NIAGA/
JKT.PST harus dibatalkan ditingkat kasasi.

Bahwa judex facti Pengad'ilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam memeriksa
dan mengadili perkara aquo telah salah menerapkan hukum yaitu tidak
menerapkan Undang-undang No.14 tahun 2001 tentang paten dalam
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Paten sebagaimana didalilkan Penggugat atau telah'memenuhi syarat Paten -
sebagaimana didalilkan Tergugat |" bertitik tolak dari jalan pemikiran judex
. factie tersebut diatas, seharusnya judex factie secara konsisten memberi
~  pertimbangzn lebih lanjut dan terperinci apakah Penggugat asal/Termohon
Kasasi telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Paten
" No. ID 0006462 yang diberikan oleh Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il Asal kepada
Pemohon Kasasi |/Tergugat | Asal tersebut dapat dibatalkan karena tidak
memenuhi syarat Paten, yang dalam hal ini jika diperhatikan dan diteliti
pertimbangan hukum judex facti selanjutnya pada halaman 26 alinea ke:6
yang pada pokoknya menyatakan : "Menimbang, bahwa meskipun Penggugat
dalam gugatanya mohon agar Penggugat dinyatakan sebagai penemu, karena
telah terbukti sebaliknya bakiwa teknologi tersebut telah lama diproduksi cleh
mnasyarakat yang berarti telah menjadi publik domein, maka tuntutan tersebut
harus ditolak* dalam kasus ini yang menjadi landasan Penggugat mengajukan .
gugatan pembatalan Paten No. ID 0006462 yaitu bahwa Penggugat selaku
inventor pertama pompa sedot bahan galian untuk pertambangan (posita
gugatan halaman 1 point 1), maka dengan ditolaknya dalil gugatan penggugat
untuk dinyatakan sebagai inventor pertama pompa sedot bahan galian untuk
pertambangan oleh judex facti, maka tuntutan penggugat untuk membatalkan
paten No. ID 0006462 demi hukum harus pula dinyatakan ditolak, namun
dalam perkara ini, ternyata judex facti dengan dasar pertimbangan yang
kontradiktif dan sangat subyektif serta memihak kepentingan. Termohon
Kasasi/Penggugat Asal telah membatalkan Paten No. ID 0006462 dengan
dasar pendapat bahwa pompa sedot bahan galian untuk pertambangan
adalah publik domein, sehingga putusan judex facti dalam perkara ini telah
menyimpang dari dalil gugatan penggugat, karena dalam’posita gugatan
penggugat dalam hal memohonkan pembatalan Paten No.ID 0006462 atas
nama Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal tidak ada mendalilkan bahwa pompa
sedot tersebut merupakan publik domein. Oleh karena .itu, jelas ternyata
pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat
dalam perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang kontradiktif,
subjektif, dan terkesan memihak kepentingan Termohon Kasasi/Penggugat -
Asal bahkan telah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa dan
mengadili perkara aquo, sehingga menghasilkan putuszn yang sangat
bertentangan dengan-hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan, lagi pula
sebenarnya dalam perkara ini, Pemchon Kasasi [/Tergugat | Asal dan
Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il ‘Asal telah berhasil membuktikan dalil
sangkalannya, bahwa Paten No.!D 0006462 tersebut tidak dapat dibatalkan
karena telah memenuhi syarat Paten sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No.14 tahun 2001 tentang Paten sebagaimana yang didalilkan oleh
Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal dan Pemohon Kasasi Il/Tergugat Il Asal
dalam jawaban/bantahannya, oleh sebabmana putusan Judex facti yang
dimohonkan kasasi ini, tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan
hukum apabila putusan jldex factie Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat !

dalam perkara ini untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;
8. | B.ahwa'jika diperhatikan pertimbangan hukum judex factie pada halaman 26
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4
alinea ke-2 yang pada pokol'nya menyatal\dn menimbang, bahwa apabila
keterangan ketiga saksi tersebut dikembangkan dengan bukti P-1 yaitu
Pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek"......dst...., maka dari
pertimbangan ini, jelas terlihat adanya kekeliruan dan kecerobohan mejelis
hakim dalam mempertimbangkan bukti penggugat/termohon kasasi yang
bertanda P-1, karena bukti yang bertanda P-1 adalah bukti penggugat yeng
hanya berupa brosur yang tidak jelas kapan dibuatnya, bukanlah tentang
pendaftaran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek Termohon Kasasi/

. Penggugat asal, dimana berdasarkan pengantar bukti yang dimajukan oleh
Termohon Kasasn/Penggugat Asal dalam perkara a quo, bukti surat pendaf-
taran Hak Cipta dan Pendaftaran Sertifikat Merek adalah bukti yang bertanda
P-6 dan P-7, dengan demikian telah sangat nyata judex facti telah ceroboh
dan terkesan terburu-buru dalam memutus perkara aquo sehingga
menghasilkan suatu putusan yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi
I/Tergugat | Asal, yang tidak tertutup kemungkinan, dengan adanya putusan
dalam perkara ini menyebabkan ketidakpercayaan pencari keadilan terhadap
lembaga peradilan, disamping itu ternyata judex facti tidak memperhatikan
secara sungguh-sungguh ketentuan pasal 20 jo pasal 34 ayat 1 Undang-
undang No.14 tahun 2C01 tentang Paten yany menyatakan Paten diberikan
atas dasar permohonan dan permchonan dilihat dari tanggal penerimaan
paten, dimana permohonan yang diajukan pertams yang dapal diterima (first

to file), lagi pula Paten No. ID 0006462 atas nama Pemohon Kasasi l/Tergugat
I Asal yang diberikan oleh Pemohon Kasasi ll/Terqugat Il Asal telah terlebih
dahulu diumumkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan atas pengumu-
nanters ebuthdak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan, oleh karena
tidak ada sanggahan dari pihak ketiga, maka permohonan Paten tersebut
dikabulkan, seianjutnya paten yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi I/
Tergugat | Asal kepada Pemohon Kasasi ll/Tergugat | Asal, telah ditempuh
melalui pemeriksaan substantif oleh Pemohon Kasasi I//Tergugat Il Asal
sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48 s/d Pasal 53 Undang-undang
‘No.14 tahun 2001 tentang Paten, maka dengan adanya fakta yang dilandasi.
hukum tentang kebenaran: dalil bantahan Pemohon Kzsasi I/Tergugat | Asal
tersebut diatas, kiranya Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara
ini ditingkat kasasi, berkenan memberikan putusan yang adil dan ber
landaskan hukum yang berlaku dengan jalan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang dimohonkan kasasi;

9. Bahwajika diperhatikan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri/
Nigga Jakarta Pusat pada halaman 25 alinea 5, 6, 7 yang pada pokoknya
mempertimbangkan tentang perbandingan antara pompa sedot yang
dupatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi penggugat, dimana judex
facti berpendapat kedua pompa sedot sama, dengan alasan : 1. Bentuk laar
dari pompa tersebut adalah sama kecuali penempatan pipa pemancur air
(bentuk luarnya berbeda). 2. Bentuk lepasnya sama yaitu terdiri dari 2 dan
dengau bentuk yang sama. 3 Cara kerja pompa tersebut sama yaitu berputar
dari kiri ke kanan, yang dalam hal ini ternyata judec facti telah memberikan
suatu pﬂrtlmbangan yang tidak berlandaskan hukum (ic. ketentuan Pasal 92
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Undang-undang No 14 tahun 2001 tentang Paten), dimana penemuan
teknologi yang dilindungi hukum (claim) didalam surat Paten No.ID 0006462
atas nama Pemohon Kasasi |/Tergugat | Asal sebagaimana terlampir dalam
surat paten No. ID 0006462 yaitu sebagai berikut :

a. Pompasedotbahan galian untuk pertambangan, meliputi, suatu pompa
sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian; dan poros impeler
dibuat terpadu dengan poros penggerak; yang dicirikan oleh poros
pompa yang dilengkapi dengan perapatan rumah sifut yang sekaligus
berfungsi sebagai selongsong poros; dan rumah sifut dilengkapi dengan
saluran air un‘uk mengencerkan bahan galian.

b. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim |,
dirumah sifut atau rumah impeler disukai sekurang-kurangnya dua
lubang sedotan.

c. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim |
dan lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.

d. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim |,
dimana poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan
dan kestabilan pompa.

e. Pompasedotbahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim 4,
dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah
antara rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan
pada poros rumah sifut.

Dalam hal judex facti mempértimbangkan tentang perbandingan antara
pompa sedot yang dipatenkan dengan pompa sedot yang diproduksi
penggugat, seharusnya judex facti berpatokan pada klaim sebagaimana
tersebut dalam lampiran surat Paten No.ID 0006462 yang merupakan bagian
yang tidak dipisahkan dari surat paten tersebut, jelaslah bahwa judex facti
dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, telah tidak menerapkan
ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 tahun 2001 yang pada pokoknya
menyatakan :

"Jika gugatan pembatalan Paten sebaganmana dimaksud dalam Pasal 91.
hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan
hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat”, dirnana jika diperhatikan
dalil gugatan penggugat asal/termohon kasasi, ternyata tidak ada satupun
dalil posita gugatan yang menguraikan secara jelas klaim mana yang digugat
oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam hal memohonkan pembatalan
Paten No. 1D 0006462 dalam perkara aquo, karena klaim yang dilindungi dalam
surat paten No. ID 0006462 yang terdapat dalam lampiran surat Paten No.l1D
0006452 terdiri dari 5 (lima) klaim sebagaimana diuraikan secara terperinci
diatas, dengan demikian judex facti telah- memberi pertimbangan hukum
yang bertentangan dengan Pasal 92 UU No.14 tahun 2001 tentang Paten,”
oleh karena itu, judex facti seharusnya menolak gugatan penggugat asal/
termohonr‘kasasi dalam perkara aquo, bukanlah memberi putusan yang
dilandasi pertimbangan hukum yang SUbjBktlf bertentangan dengan hukum
serta terkesan memihak kepada Termohen Kasasi/Penggugat Asal, oleh
karena itu putusan Judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal
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8 Mei 2002, Nomor : O7/MEHEK/ZOOZ/PN.N!AGA/JKT.PST tidak patut untuk _
dipertahankan, dan cukup beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan (vide Pasal 30 c UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung RI).

1.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada
peradilan di Indoneia, menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah
memuat pertimbangan hukum yang cukup yang didasarkan pada ketentuan

“hukum yang berlaku;, baik terhadap penolakan maupun penerimaan dalil-

dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta disesuaikan dengan fakta hukum
yang terungkap dalam proses pemeriksaan perkara (Vide : Pasal 195 Rbg/
184 HIR dan Pasal 23 Undang-undang No.14 tahun 1970), akan tetapi dalam
kasus ini, terlihat dengan jelas bahwa judex facti Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat tidak memuat pertimbangan hukum yang cermat dan cukup
yang didasarkan atas hukum yang berlaku dan fakta hukum yang terungkap
selama proses perkara berjalan, jika diperhatikan pertimbangan hukum judex
facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada halaman 23 s/d 26 setelah
menguraikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh
Termohon Kasasi/Penggugat Asal dipersidangan, terus saja menyimpulkan
“bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian"
dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegen bewijs)
dari pihak tergugat | asli/Pemohon Kasasi | dan Tergugat Il asli/Pemohon
Kasasi ll, sehingga pertimbangan hukum judex facti tersebut jelas tidak cukup
dipertimbangkan. - '

Bahwa setelah meneliti pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat Dalam Pokok Perkara pada halaman 25 alinea 4 s/d halaman
26, ternyata judex facti hanya memberi pertimbangan hukum terhadap dalil
gugatan Termohon Kasasi/Penggugat beserta bukti surat serta 3 (tiga) orang
saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat Asal, seterusnya judex facti
langsung mengambii kesimpulan bahwa gugatan penggugat telah terbukti
untuk dikabulkan untuk sebagian, tanpa mempertimbangkan bantahan/
jawaban, Duplik bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan Kesimpulan Pemohon
Kasasi/Tergugat | Asal yang merupakan bantahan/sangkalan terhadap dalil
gugatan serta keabsahan bukti saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon
Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo.

Bahwa jika judex facti secara cermat mempertimbangkan jawaban, Duplik,
bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan kesimpulan Pemohon Kasasi [/Tergugat
I Asal, yang merupakan bantahan/sangkalan terhadap dalil gugatan serta
keabsahan bukti surat dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/
PenggugatAsal.dalam perkara aquo, demikian pula halnya dengan jawaban,
Duplik, bukti-bukti surat (tegen bewijs) dan kesimpulan Pemohon Kasasi ll/.
Tergugat Il Asal juga merupakan bantahan/sangkalan terhadap dali] gugatan
serta keabsahan bukti surat dan saksi-saksi.yang dimajykan oleh Térmohbn
Kasasi/Penggugat Asal dalam perkara aquo, dimana telah secara nyata
seluruh dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asal telah dapat
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dipatah%an oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal dan Pemohon Kasasi Il/
Tergugat Il Asal dengan bukti lawan (tegen bewijs), dan Pemohon Kasasi I/
Tergugat | Asal dan Pemohon Kasasi ll/Tergugat Il Asal telah membuktikan
bahwa pemberian Sertifikat Paten No. ID.0006462 atas nama Siswandi (ic.
Pemohon Kasasi |/Tergugat | Asal) dan Pemohon Kasasi [l/Tergugat Il Asal,
telah memenuhi syarat Paten sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, Pasal
6 dan Pasal 7 Undang-undang No.14 tahun 2001.

4. Bahwa perlu dikemukakan oleh Pemohon Kasasi l/Tergugat | Asal tentang
adanya kelalaian -hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-undang dan
tentang ketentuan perundang-undangan yang tidak diterapkan judex facti
pada saat memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada pokoknya akan
diuraikan secara terinci sebagai berikut :

a. Bahwa pada saat sidang pertama dalam perkara ini, ternyata terdapat
ketidak cermatan/kelalaian judex facti dalam hal tidak melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu tentang identitas Penggugat (inperson),
dimana setelah Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal, membaca isi Surat
Kuasa Khusus yang diberikan Dedi Suwandi kepada kuasanya tertanggal
25 Februari 2002, ternyata identitas Pemberi Kuasa (Dedi Suwandi) tidak
disebut secara jelas, tentang umur, alamat, pekerjaan dan dalem
kedudukan apa Dedi Suwandi bertindak uniuk dan atas nama PT.
Kumalajaya Internusa, dimana menurut ketentuan hukum Acara Perdata
yang berlaku, seharusnya identitas pemberi kuasa dalam surat kuasa
tersebut harus jelas diungkapkan, dimana sepanjang pemeriksaan dalam
perkara ini, Dedi Suwandi tidak pernah membuktikan identitas dirinya,
bahwa ia berwenang untuk bertindak mewakili atas nama PT. Kumalajaya -
Internusa dipersidangan. :

b. Bahwa selanjutnya, jika diteliti secara cermat surat gugatan yang
dimajukan Kuasa Hukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal ke
Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat adalah bertanggal 20 Februari

: 2002, sedangkan surat kuasa baru diberikan pada tanggal 25 Februari

i 2002 dimana surat gugatan térsebut didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga JaKarta Pusat pada tanggal 28 Februari 2002,
maka terlihat dengan jelas, bahwa surat gugatan dibuat oleh kuasa
hukum Termohon Kasasi/Penggugat Asal adalah 5 (lima) hari sebelum
menerima kuasa dari PT. Kumalajaya Internusa, maka dengan demikian
surat gugatan tersebut menjadi batal demi hukum, karena diperbuat
oleh kuasa hukum Penggugat sebelumn menerima kuasa, dengan adanya
fakta ini, jelaslah bahwa judex facti telah lalai memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam hukum acdra perdata yang berlaku di Peradilan
Indonesia, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebabmana
putusan judex facti tidak patut untuk dipertahankan dan sangat beralasan

. hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi ;
B Bahwé selanjé‘tnya perlu untuk dikemukakan Pemohon Kasasi ITergugaht Asal
. dalam memori kasasi ini, bahwa dalam kasus ini, terlihat kejanggalan
~ terhadap surat bukti yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal,
dimana dalam bukti surat yang bertanda P-5 berupa foto copy permintaan
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1
barang Termohon Kasas?/Penggugat Asal kepada :Graha Baja Oskarindo
bertanggal 12 Mei 1990 dan bertanggal 17 Maret 1991 dengan memakai Kop
Surat PT. Kumalajaya Internusa, dimana bukti ini sangat tidak masuk akal,
dan besar kemungkinan merupakan bukti yang direkayasa dan diduga
dipalsukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, karena menurut informasi
yang layak dipercaya, bahwa PT. Kumalajaya Internusa baru didirikan pada
tanggal 20 Juli 1992 déngan Akta No. 82 dihadapan Sugiri Kadarisman, SH.
Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Kop surat PT. Kumalajaya Internusa
tersebut, terlihat bahwa PT. Kumalajaya Internusa bergerak dibidang General
Suplier dan Contractor, bukanlah bergerak dibidang pembuatan mesin pompa
pasir, kejanggalan’ mana terlihat dengan jelas karena pada saat bukti surat
yang bertanda P-5 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 1990 dan bertanggal 17
Maret-1991 ternyata PT, Kumalajaya Internusa belum lagi berdiri, dan hal ini
sangat bertentangan dengan Akta pendirian PT. Kumalajaya Internusa yang
dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, SH Notaris di Jakana Akta No.82 tanggal
20 Juli 1292, sehingga bukti tersebut adalah tidak sah dan penuh kebohongan,
dan tidak patut untuk cipertimbangkan sebagai alat bukti, dan tentang bukti
Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bertanda P-3.A s/d J dan bukti P-4 A
dan P4 B tidak ada hubungannya sama sekali*dengan PT. Kumalajaya
Internusa karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan PT. Kumalajaya
Internusa maka tidak patut pula untuk dipertimbangkan selanjutnya tentang
pertimbangan keterangan saksi yang dimajukan oleh Termohon Kasasi/
Penggugat Asal yang bernama Joni Sugarli, Hidayat yang pada pokoknya
menyatakan : "Menimbang, bahwa dimuka persidangan saksi penggugat
yang bernama Joniyang menerangkan bahwa pompea penggugat/termohon
kasasi telah dijua! oleh saksi sejak tahun 1997, dan saksi Hidayat menerangkan
bahwa ia sebagai Ketua Asosiasi Perbengkelan Industri Kecil wilayah Bangka
menerangkan bahwa pompa sedot seperti yang diajukan dimuka sidang
sudah lama dibuat/diproduksi disetiap bengkel di Kalimantan®, bahwa
keterangan saksi Joni dan saksi Hidayat tersebut adalah keterangan yang
berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, lagi pula terdapat
kejanggalan dalam kesaksian Hidayat yang menyatakan bahwa saksi selaku
Ketua Asosiasi Perbengkelan Industri Kecil wilayah Bangka dan bertempat
tinggal di Bangka dalam hal memberi penjelasan bahwa pompa sedot sudah
lama dibuat/diproduksi disatiap hengkel di Kalimantan, padahal saksi ini
bertempat tinggal dan menjadi Ketua Asosiasi Perbengkelan Incustri Kecil
wilayah Bangka yang baru didirikan pada akhir bulan Maret 2002 dimana
perkara aquo sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat, dan jika diperhatikan keterangan saksi Joni Sugarli yang
mengaku telah menjual poma sedot produksi Termohon Kasasi/Penggugat
asal sejak tahun 1997, patut diduda bahwa saksi Joni Hidayat adalah sangat
erat hubungannya dengan Termohon Kasasi/enggugat Asal, setidak-tidaknya
saksi Joni Sugar!i dan.saksj Hidayat adalah Agen penjualan pompa sedot
Produksi Termohon Kasasi/Penggugat, sal, maka dari penjelasan tersebut,
terlihat bahwa kedua saksi sahd‘at kuat dugaan adalah merupakan'saksi-saksi
yang direkayasa Termohon Kasasi/Penggugat Asal, maka keterangan kedua
saksi tersebut sangat diragukan kebenarannya dan tidak patut untuk dijadikan
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seébagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, sehingga judex facti dalam
me&meriksa dan mengadili perkara_ ini telah salah menerapkan hukum
pembuktian, oleh sebabmana putusan judex facti tidak patut untuk diper-
tahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi:

6. Bahwa tentang keterangan saksi Ir, Rinaldi Hartono, judex facti dalam
pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke-1 yanq pada pokoknya
menerangkan bahwa tehnologi Pompa semacam ini sudah seperti tersebut
sehingga tidak dapat lagi di Patenkan, dalam perkara ini, saksi Ir. Rinaldi
Hartono adalah saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal
bukanlah saksi ahli yang ditunjuk oleh judex facti dengan persetujuan pihak-
pihak yang berperkara, karena saksi ahli yang diajukan oleh Termohon Kasasi/
Penggugat Asal sebagai saksi penggugat, sudah barang tentu keterangannya
bersifat subjektif dan akan menguntungkan pihak penggugat maka untuk
dapat didengar sebagai saksi ahli dalam perkara aquo saksi ahli tersebut
harus mempunyai sertifikat ahli dalam perkara aquo, saksi ahlitersebut harus
mempunyai sertifikat ahli dalam tehnologi pompa sedot yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang, dan penunjukkan saksi ahli tersebut adalah
atas kehendak judex facti anshalve karena jabatannya untuk menemukan
kebenaran formil dan materiil dalam perkara aquo, dengan demikian dalam
memeriksa dan mengadili perkara aquo judex facti telah salah menerapkan
hukum pembuktian, oleh sebabmana putusan judex facti tidak patut untuk
dipertahankan dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan ditingkat kasasi:

7. Bahwa tentang bukti Termohon Kasasi/Penggugat Asal yang bertanda P-5
dan P-6 yaitu copy sertitikat Hak cipta dan copy. sertifikat hak merek yang
dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal, perlu kiranya dijelaskan,
bahwa setelah berlakunya Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain
Industri pada tanggal 20 Desember 2000, dimana dalam pasal 55 ayat 2 UU
No.31 tahun 2000 ditentukan bahwa dalam tempo 6 (enam) bulan setelah
berlakunya Undang-undang tersebut, semua produk desain Industri harus
didaftarkan pada Direktorat Hak Cipta Subdit Desain dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan setelah berlakunya Undang-undang tersebut;

8. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang dimajukan oleh Penggugat
rekonpensi/Pemohon kasasi I/Tergugat | Asal sama sekali tidak dipertim-
bangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, maka
berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan Pemohon Kasasi/Tergugat | Asal/
Penggugat rekonpensi Asal, kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa
dan mengadili perkara aquo ditingkat kasasi, berkenan untuk memper-
timbangkan dan mengabulkan gugatan rekonpensi yang dimajukan
Penggugat rekonpensi/Pemohon Kasasi I/Tergugat | Asal tersebut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi || :

8 Bahwa;Jud.ex Factie telah keliru dalam menerapkan ketentuan Hukum Acara yang
berlaku, dimana.tidak memperhatikan Pasal 127 Rv yang mengatakan bahwa _
Penggugat di perbolehkan melakukan perobahan tuntutan asal bersifat -
mengurangi atau tidak menambah (het onderwerp van den eisch).

-Dengan demikian Tergugat tidak dirugikan, setidak-tidakya Tefgugat tidak diberati.
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tidaknya Pemohon Kasasi ll/dahulu Tergugat Il merasa dirugikan, sehingga sudah
sepantasnya Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Judex facti tersebut.

Bahwa pertimbangan Juda» facti dalam Eksepsi tidak dapat kami terima karena
objek perlindungan Hak Cipia, Merek dan paten berbada lingkup perlindungannya
dan diatur oleh Undang-undang yang berbeda.

Menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor tahun 1982 tentang Hak Cipta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, Ciptaan
adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan
ilmu pengetahuan, seni dan sastra. '

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
Susunan, warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang inemiliki daya

pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa..

Sedang Tergugat | mendaftarkan penemuan invensinya dalam bentuk paten
dimana yang dimaksud dengan Paten adalzh hak eksklusif yang diberikan oleh
Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bideng teknologi, yang untuk
selama waktu tertenty melaksanakan sendiri Invensinys tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya,

Paten ID 0006452 adalah teknologi Pompa sedot bahan untuk pertambangan yang
mempunyai unsur sebagaimana dikemukakan dalam klaim yang dimintakan
perlindungan, berdasarkan hal tersebut putusan Judex facti yang tidak
mempertimbangkan eksepsi Permohonan Kasasi ll/dahuly Tergugat Il adalah tidak
beralasan, karena fakta dalam persidangan terbukti bahwa dalil-dalil yang diajukan
. oleh Termohon kasasi/dahulu Penggugat telah mencampuradukkan beberana
peraturan perundang-undangan yang berbeda untuk saty masalah sehingga
gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), maka sangat
beralasan untuk dibatalkan. : .

Bahwa Judex facti dalam memberikan keputusannya sama sekali tidak memper-
timbangkan dalil-dalif yang dikemukakan oleh Pemohon kasasi Il dahuly Tergugat
I, dalam jawabannya angka 5 yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi Il/dahulu
Tergugat Il telah melakukan tahapan-tahapan dan proses permohonan paten yang
meliputi :

a. Permohonan

b.  Pengumuman

c. . Pemeriksa"an Substantif L L

Khususnya mengenai pemeriksaan substantif térhédap permohonarI] paten dari
Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat | telah dilakukan pemeriksaan Substantif oleh
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pemeriksa paten yang khusus diangkat dan dididik sebagai pemeriksa sesuai
dengan latar belakang pendidikan teknik yang dimiliki dan diangkat sebagai pejabat
fungsional berdasarkan Keputusan Menteri, pemeriksan dilakukan mulai tahap | .

“sampai dengan tahap akhir dimana Pemohon Kasasi ll/dahulu Tergugat Il
berkesimpulan bahwa permohonan paten tersebut layak diberi paten setelah
melakukan penelusuran/search terhadap beberapa dokumen paten dimana yang
‘paling relevan yakni teknologi pompa dengan nomor EP-A-0284'246, dokumen

' yang relevan tersebut berasal dari kantor paten Eropa dimana dokumen
pembanding tersebut tidak mengantisipasi kebaharuan invensi dari Pemohon
Kasasi I/dahulu Tergugat |, sehingga sangat beralasan untuk menyatakan bahwa
invensi Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat | adalah baru. Dengan tidak’
dipertimbangkan dalil-dalil tersebut diatas, maka selayaknya Majelis Hakim Agung
membatalkan Putusan Judex facti.

4. . Bahwa pertimbangan Judex facti pada hal 25 tentang dua pompa sedot yang
dihadapkan dimuka persidangan yaitu Judex facti raenilai persamaan dari segi
bentuk dan cara kerja pompa tersebut tanpa mempertimbangkan yang mana
diantara kedua pompa tersebut yang dibuat lebih dahulu yang justru diklaim oleh
Pemohon Kasasi |/dahulu Tergugat | sebagai Inventor/Penemu dengan demikian
dalam persidangan tidak terungkap siapa yang meniru dan siapa yang ditiru.
Berdasarkan fakta tersebut, maka beralasan secara hukum putusan Judex facti
untuk dibatalkan. ' -

5. Bahwaberdasarkan fakta dimuka persidangan Judex facti menemukan persamaan-
persamaan yang ada dari kedua pompa tersebut :

1. Bentuk luar dari pompa tersebut adalah sama kecuali penempatan pipa
pemancur air (bentuk luarnya) berbeda. '

2.  Bentuk lepasnya sama vyaitu terdiri dari 2 dan dengan bentuk yang sama.
3. Cara kerja pompa tersebut sama yaitu berputar dari kiri ké kanan.

dirnana Judex facti memberikan kesimpulan sama tentang kedua pompa tersebut,
kesimpulan Judex facti tersebut terlalu ceroboh mengingat Judex facti hanya
melihat unsur fisiknya saja tanpa memperhatikan sama sekali klaim di paten Nomor -
10 0006462 yang merupakan inti Penemuan/invensi yang'dilindungi paten tersebut,
yaitu :

1. Pompa sedot bahan galian untuk perfambangan meliputi :
suatu‘rangka untuk menempatkan rumah pompa dan poros pén_ggerak:
suatu pompa sentrifugal untuk menyedot bahan-bahan galian ; dan
poros impreler dibuat terpadu dengan poros penggerak;

yang dicirikan oleh poros pompa yang dilengkapi dengan perapat rumah
sifut yang sekaligus berfungsi sebagai selongsong poros; dan rumah sifut
dilengkapi dengan saluran air untuk mengencerkan bahan galian.

L 2. Pompa sedot bahan gaiién untuk pertamibangan sesuai dengan.klaim‘lj,
i dimana rumah sifut atau rumah impeler disukai memiliki sekurang-kurangriya
dua lubang sedotan.

3. © Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuai dengan klaim | dan
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i
2, dimana lubang sedotan air untuk mengencerkan bahan galian.

4. Pompasedot hahan galian untuk pertambahan sestai dengan klaim I, dimana
Poros pompa disukai dibuat terpadu untuk menjaga kekuatan dan kestabilan

: pompa.

5. Pompa sedot bahan galian untuk pertambangan sesuaij dengan klaim 4,
dimana poros dilengkapi dengan selongsong untuk merapatkan celah antara
rumah sifut dengan poros yang juga berfungsi sebagai bantalan pada poros
rumah sifut. . - -

Dari klaim-klaim tersebut tidak ada satupun klaim yang dibandingkan dengan

POmpa yang dihadapkan dalam persidangan, dengan tidak dipertimbangkan daljl-

dalil sebagaimana tersebut diatas maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim

Agung membatalkan putusan Judex facti. 8

Saksi-saksi Termohon Kasasi/Penggugat Asal ;

a.  Joni Suharly : :
‘Saksi menerangkan bahwa pompea Termohon Kasasi/dahuly Penggugat telah
d

saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sebab tidak

ada fakta yang menunjukkan bahwa yang dijual saksi pada tahun 1997 sama

dengan paten No. ID. 0006462 yang diberikan kepada Pemohon Kasasi I/
ahulu Tergugat |, :

b. Ir. Rinaldi Hartono

Saksiiniadalah saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Penggugat
bukan dimintakan oleh Judex facti, sehingga saksi ini tidak dapat digolongkan
sebagai saksi ahli dan dalam memberikan keterangan akan cénderung bersifat
subjektif dan tidak netral karena diajukan Termaohon Kasasi/dahulu Penggugat.

Akan tetapi dalam pertifnbangan‘ Judex facti saksi tersebut digolongkan
sebagai saksi ahlj, dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara
tersebut Judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian.

€.  Hidayat Arsani.

Status Saudara Hidayat Arsani sebagai saksi diragukan dengan pertimbangan
bahwa pada saat persidangan/pemeriksaan saksioleh Judex facti, saksi tidak
dapat menunjukkan indentitas diri yang sah.

7. Bahwa periu Majelis Hakim Agung mengetahuij keputusan Judex Factj
terxesan dilakukan terburu-bury mengingat kesimpulan Yang diberikan para
pihak yang berperkara disampaikan pada tanggal 7 Meij 2002 dan keputusan
Judex facti diucapkan tanggal 8 Mei 2002, sehingga dalam kenyataannya
Judex factj sama sekali tidak mempertimbangkan kesimpulan yang Pemohon
KasasHl_'/dahulu Tergugat I ajukan dimanakesimpulan tersebut berupa fakta-
fakta dan penilaian terhadap bukti-bukti Yang diajukan oleh para pihak yang

sangat perlu untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mempertimbang-
kan putusan, Pada hal sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-undang

S
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3

Nomor 14 tahun 2001 tentang P'qten, putu'san_atas gugatan harus diucapkan
paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal gugatan
didaftarkan. o

Menimbang :
mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. A.1 dan 3 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum; '

mengenai keberatan kasasi ad. 2 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam gugatannya
Penggugat/Termohon Kasasi dengan tegas télah menuntut pembatalan paten No. |G
0006462 atas nama Tergugat I/Pemohon Kasas;j | yang telah didaftar oleh Tergugat II/
Pemohon Kasasi lI; :

mengenai keberatan-keberatan ad. 4 dan ad. 5 -

LY

bahwa kaberatan tersebut Irrelevant karena baru pada taraf penyidikan dan belum
sampai proses pengadilan sehingga tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;

mengenai keberatan ad. 6 :

oleh karena itu harus dibatalkan, Karena: putusan judex facti telah dibatalkan maka
- 8lasan kasasi yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Mahkamah Agung
- @kan mengadili sendiri sebagaimana akan disebut dibawah ini ;

Mengenai Provisi :

- Harus ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai perubahan gugatar{, seperti
dipertimbangkan diatas : 4

Mengenai Eksepsi : _
- Harus ditolak karena apa yang dikemukakan dalam eksepsi sudah menyangkut
pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan; :
Dalam Konpensi : |, _ i ey {l
f2 Harus ditolak karena Penggugat/Termot.on Kasasi telah mengajukan gugatan
berdasar atas pembatalan paten No. ID.0006462, namun Penggugat/Termohon
Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya karena yang terbukti dalam persidangan
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membuktikan bahwa ia (Penggugatfi'ermohon Kasasi) Pemegang hak paten yang
telah terdaftar dengan syah maka tuntutan pembatalan paten dari Penggugat/
Termohon kasasi harus ditolak ; :

.

Dalam Rekonpensi : _

- . Tuntutan kerugian materijl tidak dapat diterima karena Penggugat Rekonpensi/
Tergugat | Konpensi tidak dapat membuktikan dengan rinci kerugian_yang benar-
benar dialami Penggugat Rekonpensiﬂ‘ergugaf I Konvens; : \

- Kerugian immateriil tidak dapat diterima/tidal dapat dikabulkan karena tidak
‘terbukti adanya pembuatan pencemaran Yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/ ,

Oleh karena hak paten Tergugat | Konvensi/Pengguga: Rekonvensi telah terdaftar
secara syah dengan nomor pendaftaran ID OOOGdSZ'tanggal"G September 2001
maka tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi agar Tergugat
HekonpensUPenggugaI Konpensi menghentikan membuat, menggunakan, menjual
dan atau menyediakan untuk dijual barang-barang Yang merupakan hasijl
pelanggaran paten milik Penggugat Rekonpensi;’]‘ergugat'l Konvensi dapat
dikabulkan * :

Menimbang, bahwa oleh karens Termohon Kasasi dipihak yang dr’ka?ahkan, harus
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi : Pk

Memperhatikan pasal-pasal darj Undang-undang-No.M tahun 1970 Undang_-
undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 serta Undang-
undang lain yang bersangkutan 3

MENGADIL|

Mengabulkan Permohonan kasas;j dari Pemohon Kasasil: Siswandi dan Pemohon
Kasasi Il ; Pemerintah Republik Indonesia ¢q. Departemen Kehakiman dan HAM RI. cq.
Direktorat Jenderal HaK| cq. Direktorat Paten tersebut: ' :

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 8 Mei 2002kNomo'}:7/Merek/2002/PN.NmGA/JKT.PST,- -
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 PUTUSAN BADAN PERADILAN

. : MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi;

Dalam Konpensi : :
- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagian;

- Menghukum Tergugat Rekonpehsi/Penggugat Konpensi untuk menghentikan,
membuat, menggunakan, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual barang-
barang yang merupakan-hasil pelanggaran paten miiik Penggugat Rekon_pensi/
Tergugat | Konpensi. ' ;

- Menolak gugatan Rekonpensi selain dan selebihnya;

. Dalam Konpensi dan Rekonpensi : |

- Menghukum Termohon Kasasi/Periggugat untuk membayar biaya disemua tingkat
peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta -
rupiah) ; ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Senin tanggal 30 September 2002 dengan H. Soekirno, SH.MH. Hakim Agung yang
ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang, DR. Muhammad Laica
Marzuki, SH dan Achmad Sjamsuddin, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Sidang
tersebut dengan dihadiri oleh DR. Muhammad Lajca Marzuki, SH dan Achmad
Sjamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota serta Ny. Hj. Supriati, SH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak: _ ¥
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MAHKAMAH AGUNG RI (Peninjauan Kembali) :

©

Penggugat PT. Kumalajaya, menolak putusan Kasasi Mahkamah
Agung tersebut diatas, dan 'memohon pemeriksaan P.K -.
“Peninjauan Kembali* dengan mengajukan alasan-alasan P.K".
Niajelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara Perdata .
Peninjatian Kembali ini memberi puitusan yang amarnya : "Menolak
Permohonan Peninjauan Kembali dari PT. Kumalajaya Internusa®,
dengan ‘alasan Juridis sebagai pertimbangan hukum putusan
Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa “alasan PK* butir 1
.sampai dengan butir § yang diajukan oleh Pemohon P.K adalah -
tidak termasuk dalam salah satu alasan "Permohonan PK* sebagai-

- mane yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a) sampai dengan

huruf (f) dari YU No.14/tahun 1985. . SRR, W
Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut diaths; :akhirnya
Majeiis Mahkamah Agung memberi putusan. .., - :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemotion
PT.Kumalajays Internusa:

. Menghukum "Pemohon PK" untuk membayar beaya perkara
............. U8livnn,. . L ASE.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : .
No.07/MEREK/2002/PN.NIAGA/Jkt.Pst, tanggal & Mei 2002. .

Mahkamah Agung Rl (Kasasi) ‘:-
No.11.K/N/HaKi/2002, tanggal 30 September 2002,

Majelis Mahkamah Agung terdiri para Hakim Agung :H. Soekirno, SH.MH.
selaku Ketua Majelis dengan Anggota: DR. Muhammad Laica Marzuki, SH
dan Achmad Syamsuddin, SH serta Ny. Hj. Supriati, SH. ;

Mahkamah Agung RI (Peninjsuan Kembali) :
No.02.PK/N/HaKl1/2003, tarrggal 13 Mei 2003.

Majelis Mahkamah Agung terdiri dari : Marianna Sutadi, SH Ketua Muda °
Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang dengan Hakim-Hakim Anggota :
Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH dan H. Toton Suprapto, SH, para Ketua
Muda Mahkamah Agung, serta Rahmi Mulyati, SH Panitera Pengganti.
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LA MY L HaN Yes

Letmp f'r(m %

: ‘3-"-";'7 _d_ibuat rangkap 2 (dua)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI ijff': f‘;’ | :
DIREKTORAT JENDERAL =~ g *
HAK CIPTA, PATEN DAN MLREK

Formulir permintaan paten

= Diisi oleh petugas
Tanggal pengajuan :
Tanggal penerimaan:
Nomer penerimaan:

Dengan ini saya/kami v: o

(71) Nama : Diisi oleh petugas
Alamat 2 : '
Warga Negara
Telepon
NPWP (jika ada)

mengajukan pe;'minlan pater/paten sederhana 9 [

(74)  melaluiftidak melalui konsultan paten: - A

Nama Badan Hukum?:
Alaniat Badan Hukum?:
Nama Konsultan P:ncn

Alamat 2; f

Nomor Konsultan Paten:

Telepon: - -
(54) - Judul penemuan saya/kami adalah: . | N

. - Diisi oleh petugas

(72) Nama dan kewarganegaraan penemu-penemunya®: < I G

........................................ MBLER IRERER L i |5

........... st e, WATEA negara %

o= S ressssssssesesecesnes WAIGA L R ey

............. i, WATGA Degara. vsiliidin. ...
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T T P g AT ey

(30) -~ Permintaan paten ini diajukandengan/tidak dengan

X hak prioritas®: et asbad sman msbe o idii e ot

LS T R PR TR TL T % P TY 191 TA KR CTL AR PP b PR
) s ] " Q

Negara:

sesRsEsrasaRsssTsEEERTRERE T

B T T T T T
1

Tgl. penerimaan permintaan: . Nomor priofitas:; [« ! e

At B

HEE. Joig i
ainyaal rdat .t B

f e T N ot

" Bersama ini saya lampirkan %;
[ 1 surat kuasa ¢
[ ] surat pernyataan penyerahan hak atas penemuan
[ ] buktd pemilikan hak atas penemuan
dan tiga rangkap: ;

[ ] vuraian penemuan .... halaman

[ ] Klaim penemuan .... buah

[ ] abstrak pcncmuaﬁ

[ ] gambar penemuan .... buah

[ ] bukti prioritas dan lcrjcmahaﬁnya

[ 1 dokumen (permintaan) paten priotitas dan
terjemahannya

[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan
terjemahannya

[ ] dokumen lain (sebutkan):

o~
ol
]

£ (]
(=3
3

Saya/kami usulkan, gambar penemuan ... dapat [ ]
menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas

permintaan paten (pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Talwun
1989 tentang Paten).

Demikian permintaan paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan permintaan

paten

W)Y

Keterangan:

" Jika lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulic
ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan. . -
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% Adalah alamat kedinasan/surat menyurat,”

¥ Jika Konsultan Paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak
di bidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan,

9 Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan,

Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan.

9 Jika permintaan paten diajukan oleh: T Sl Vs
— lebih dari satu orang, maka setiap orang wajib mencantumkan tanda-tangannya;
— konsultan paten maka yang berhak menandatangani adalah konsultan yang terdapat

di Kantor Paten.

o

? Coretlah yang tidak sesuai.

Form No: 001/P/HCPM/1991 s
Tidak boleh diperbanyak dengan Foto Copy
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LAME AINRIN

; : :
0 R R S R 0 S e e
K] shdasied VEs® J':.;.;:l\f}:r:.i.r
'y

UAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI koA fifiin RI
NOMOR: M.04-HC.0210 TATUN 1565 1+

TARIF PUNGUTAN BIAYA PATEN

No. Jenis Biaya Besarnya  Keterangan
TE Biaya (Rp)

1. Permintaan paten: ¥

— Paten 200.000,-

— Paten Sederhana 100.000,-
2. Permintaan Paten Ulang:

— Paten 100.000,-

-~ Paten Sederhana 50.000,-

3. Pemeriksaan Substantif Paten: .

— Paten o E T 750.000,-

— Paten Sederhana 300.000,-
4, Tambahan Biaya Untuk

Setiap Klaim lebih darj .

sepuluh : 25.000,-
= Perubahan Jenis Permintaan , bk .
(- Paten = e S T 25000,- :
0. Permintaan Banding 250.000,- -
7. Permintaan Surat Keterangan = L

Pemakai Terdahuly A =-500.000,-
8¢ -Pemlintaan._Pcrpanjangan,;-_,- o g

Jangka Waktu Perlindungan s A
-1V Paten TP > e 7, ,50.‘000,-‘;-,‘ P
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9. Permintaan Surat Bukti |
wyy o ProOftas .., ;o ¢ 25.000,~ ., 16 T
10. Permmtaan Surat I\eterangcm Sk x
Resmi untuk memperoleh i
- contoh jasad renik - 25.000,-

11. Permintaan Pencatatan
Pengalihan Paten 50.000,-

12, Pendaftaran Pencatatan
Perjanjian Lisensi atau Lisensi

Wajib 50.000,-
13. Biaya Tahunan Lisensi atau

Lisensi Wajib 50.000,- per tahun
14. Permintaan Petikan Daftar

Umum Paten - 25.000,-
15. Permintaan Salinan Do}'umcn

Paten 1.000,-  /lembar

Besar Biaya (Rp)
No. Jenis Biaya

Dasar : Tambahari
- Tiap Klaim

16. Biaya Pemeliharaan Paten

(Biaya Tahunan Paten)

a. Tahun ke-1 (tahun pertama
setelah, pemberian paten) 100.000,- 10.000,-

b. Tahun ke-2 (tahun kedua * : S
setelah pemberian paten) 120.000,- -~ 20.000,-

c. Tahun ke-3 (tahun ketiga : Br, 2
setelah pemberian paten)  150.000,- * 50.000,-

d. Tahun ke-4 (tahun keempat = .~ 7 > .
setelah-pemberian paten)  180.000,- - 80.000,-
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e. Tahun ke-5 (tahun kehma s s ;
. setelah pemberian paten) 22.(“1:9(20,.—_”( ,1120.000,-,
/.. Tahun ke-6 (tahun keenam' [ iR e R P
; setelah pemberian paten) | 270.000,- . . 170,000,-
8. Tahun ke-7 (tahun ketujuh =~ * "~ * 7" fL T

setelah .pemberian paten) . -330.000,-". . 230.000,- .
h. Tahun ke-8 (tahun kedela- .. = - b
- pan setelah pemberian

paten) 400.000,-  300.000,-
i. Tahun ke-9 (tahun kesem-

bilan setelah pembenan

paten) 480.000,- 380.000,-
J. Tahun ke-10 (tahun kese- -

puluh setelah pembenan

paten) ; 580.000,-  480.000,-
k. Tahun ke-11 (tahun kese-

belas setelah pemberian

paten) 700.000,-  600.000,-
I. Tahun ke-12 (tahun kedua

belas setelah pemterian - _

paten) 840.000,- 740.000,-
m.Tahun ke-13 (tahun ketiga

belas setelah pemberian :

paten) : 1.030.000,-  800.000,-
n. Tahun ke-14 (tahun keem- .

pat belas setelah pemberian : & '

paten) 1.200. OOO I.OO0.000,—
0. Tahun ke-15 (tahun kelima =~

belas setelah pemberian

paten) \ 4 1450000 1.200.000,-
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESI F“'“"'"

ted.. & i@ MIUWHMPUSTAKMN‘
" Ismail Saleh, SH. . . UNIVERSITAS JEMpBER

e
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